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ABSTRAK

Human trafficking merupakan kejahatan lintas negara yang masih menjadi isu serius di Asia
Tenggara, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Kasus human
trafficking meningkat melalui modus penipuan kerja berbasis digital yang berujung pada
eksploitasi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksi Pemerintah Indonesia
dalam menangani kasus human trafficking WNI di Kamboja tahun 2021-2025. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Konsep Action dari Mike Dottridge yang
menekankan Kerja sama, pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan, pemulangan,
dan kerja sama dengan pihak terkait. Namun, upaya pencegahan dan penegakan hukum masih
menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.
Kata kunci: Aksi pemerintah, Human trafficking, Keamanan manusia, Kerja sama internasional,
Perlindungan korban.

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that remains a serious issue in Southeast Asia,
including cases involving Indonesian citizens in Cambodia. Human trafficking cases have
increased through digital job scams that lead to labor exploitation. This study aims to analyze the
Indonesian government’s response to human trafficking cases involving Indonesian citizens in
Cambodia from 2021 to 2025. This study employs a descriptive qualitative method grounded in
Mike Dottridge’s Action Theory, which emphasizes collaboration, prevention, law enforcement,
and victim protection. The findings indicate that the government has undertaken rescue
operations, repatriation efforts, and collaboration with relevant stakeholders. However,
prevention and law enforcement efforts continue to face various challenges due to the increasingly
complex evolution of criminal methods.

Keywords: Government response, Human trafficking, Human security, International cooperation,
Victim protection.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Human trafficking adalah salah satu jenis kejahatan lintas negara yang terus
berkembang dan menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia. Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengkategorikan human trafficking sebagai suatu bentuk kejahatan
yang terorganisir secara internasional yang melibatkan baik individu maupun
kelompok kriminal dan beroperasi melintasi batas antarnegara dengan jaringan yang
rumit. Fenomena ini telah menarik perhatian global karena pengaruh kemanusiaannya
yang sangat merugikan para korban dan komunitas secara keseluruhan. Di kawasan
Asia Tenggara, khususnya, isu human trafficking telah muncul sebagai masalah yang
rumit disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi, lemahnya penegakan hukum,
serta kurangnya koordinasi antar negara dalam penanganannya (United Nations Office
on Drugs and Crime 2020, 9—-14).

Laporan tahunan mengenai isu human trafficking yang diterbitkan oleh
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan judul "Human trafficking 2022",
menunjukkan ada banyak negara di wilayah Asia Tenggara yang menjadi sasaran
praktik human trafficking disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan tingkat
korupsi yang masih tinggi. Dalam laporan tersebut, disebutkan lima negara ASEAN
termasuk dalam kategori terburuk dalam menangani isu human trafficking Tier 2.
Negara-negara tersebut terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar,
dan Vietnam. Indonesia tergolong dalam negara dengan penegakan hukum yang lemah

dan situasinya semakin memburuk Tier 2. Peringkat ini menggambarkan penurunan



Indonesia dalam mengatasi masalah human trafficking. Selanjutnya, negara-negara
yang juga memiliki penegakan hukum yang lemah Tier 2 adalah Laos dan Thailand.
Di sisi lain, Filipina dan Singapura dinilai mengalami peningkatan dalam upaya mereka
mengatasi human trafficking Tier 1 (Susilo 2023).

Data dari U.S. Department of State (2024) menunjukkan bahwa Kamboja
berada di peringkat Tier 3 dalam laporan tahunan mengenai human trafficking, yang
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, meskipun
pemerintah Kamboja telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini,
masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi korban
(U.S Departement of State 2024). Negara Kamboja mengalami masalah eksploitasi
sebagai isu yang sangat signifikan karena Kamboja telah menjadi lokasi transit atau
tujuan dalam Auman trafficking. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang
tidak stabil, kurangnya pemahaman hukum, serta sistem perlindungan dan penegakan
hukum yang lemah membuat Kamboja sangat rentan terhadap masalah ini, sehingga
Kamboja dinyatakan negara yang memiliki permasalahan human trafficking yang
menciptakan keseluruhan tindak pidana human trafficking yang juga mencakup
eksploitasi manusia, penipuan dll (United Nations Office on Drugs and Crime 2020,
24-26).

Pada periode tahun 2021-2025 isu mengenai human trafficking kembali
menjadi perhatian publik setelah terungkapnya berbagai kasus human trafficking
terhadap warga Indonesia di luar negeri, terutama di Kamboja. Tercatat sebanyak 2.434
kasus penipuan daring yang ditangani oleh perwakilan-perwakilan pemerintahan

Indonesia di wilayah Asia Tenggara, dan kasus kamboja menginjak angka 1.233 orang



(Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 2024). Penelitian oleh The Lancet
Global Health menunjukkan bahwa korban human trafficking di kawasan Asia
Tenggara menghadapi tingkat kekerasan dan eksploitasi sangat tinggi yang berdampak
langsung pada kondisi kesehatan fisik dan mental mereka. Melalui studi terhadap 1.102
korban di Kamboja, Thailand, dan Vietnam, ditemukan bahwa hampir setengah
responden mengalami kekerasan fisik atau seksual, sementara sebagian besar lainnya
bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti jam kerja berlebihan tanpa hari
istirahat, pembatasan kebebasan, serta kondisi hidup yang tidak layak. Dampak dari
situasi tersebut tercermin pada tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental, di
mana lebih dari separuh responden mengalami depresi, disertai kecemasan dan gejala
post-traumatic stress disorder (PTSD) dalam proporsi yang signifikan. Lebih lanjut,
penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor seperti kekerasan berat, ancaman,
kondisi kerja yang eksploitatif, serta keterbatasan kebebasan memiliki korelasi kuat
terhadap memburuknya kondisi psikologis korban, sehingga menunjukkan urgensi
penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif, khususnya dalam aspek kesehatan
mental bagi para penyintas human trafficking (Kiss et al. 2015, 154-158).

Sejak tahun 2021 hingga 2025, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya
menegakkan kebijakan dan memperkuat kemitraan bilateral dengan Kamboja untuk
menangani masalah terkait eksploitasi. Strategi ini meliputi peningkatan kemampuan
petugas penegak hukum, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta kerja sama
internasional untuk mencegah pergerakan korban dan pelaku human trafficking.

Penanganan human trafficking yang efektif tidak dapat dilakukan hanya secara lokal



dan sempit, sebab isu ini bersifat internasional dan melibatkan jaringan global yang
rumit (Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, dan lembaga seperti Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah melakukan serangkaian upaya
untuk menyelamatkan para korban dan menindak para pelaku. Di tahun 2023,
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa puluhan WNI yang menjadi korban
TPPO telah berhasil dievakuasi dari Kamboja dan kembali ke Indonesia berkat Kerja
sama erat dengan pihak berwenang Kamboja. Namun, masih terdapat tantangan besar
dalam Kerja sama internasional. Perbedaan dalam sistem hukum, bureaucratic delays,
dan kekurangan tenaga diplomatik sering kali memperlambat proses penyelamatan
para korban (Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 2024, 38-39). Di sisi
lainnya, jaringan kriminal transnasional yang semakin terampil menjadikan usaha
penegakan hukum lebih sulit dan membutuhkan koordinasi tinggi antar negara. Selain
kerja sama antar negara, kontribusi aktor non-negara seperti LSM dan organisasi
internasional sangat krusial. Misalnya, Migrant CARE telah menegaskan bahwa
“Masalah human trafficking terhadap WNI di luar negeri tidak dapat hanya diatasi
dengan diplomasi formal, tetapi juga perlu pendekatan yang berbasis komunitas dan
melibatkan korban” (IOM 2023, 1-2).

Organisasi internasional seperti International Organization for Migration
(IOM) juga memberikan dukungan teknis dan psikososial bagi para korban, serta
mendukung program repatriasi sukarela. Dalam konteks regional, dinamika kerja sama

di Asia Tenggara memerlukan penyesuaian kebijakan serta implementasi yang sesuai



dengan kondisi sosial budaya masing-masing negara. Indonesia diharapkan dapat
menjadi motor penggerak sinergi regional dalam menangani human trafficking dengan
memastikan setiap kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan harmonis.
Pendekatan pencegahan melalui pendidikan masyarakat dan pemberdayaan kelompok
rentan juga menjadi prioritas utama, sejalan dengan usaha penegakan hukum. Dalam
hal ini, penanganan eksploitasi seksual di Kamboja menjadi contoh yang relevan untuk
mengevaluasi kontribusi nyata Indonesia dalam konteks kerangka kerja sama
internasional yang lebih luas (IOM 2023, 1-2).

Perlindungan untuk para korban menjadi pondasi utama dalam kebijakan terkait
penanganan human trafficking. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program
rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban yang berhasil diselamatkan yang mencakup
bantuan hukum, layanan psikologis, dan pelatihan keterampilan kerja agar mereka
dapat mandiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil dan
lembaga non-pemerintah juga berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam
menyediakan layanan pemulihan serta tindakan pencegahan lebih lanjut. Upaya ini
mencerminkan dimensi manusiawi dari kebijakan yang tidak hanya fokus pada
penindakan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap
keberlangsungan hidup para korban (IOM 2023, 1-2).

Di tingkat regional, dinamika kerja sama di Asia Tenggara membutuhkan
penyesuaian kebijakan serta implementasi yang peka terhadap kondisi sosial dan
budaya setiap negara. Indonesia perlu menjadi penggerak utama dalam menciptakan
sinergi regional untuk menangani human trafficking dengan memastikan kebijakan

yang dihasilkan bersifat inklusif dan harmonis. Pendekatan preventif melalui



pendidikan masyarakat dan pemberdayaan kelompok rentan juga menjadi prioritas
penting yang sejalan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini, penanganan human
trafficking di Kamboja menjadi studi kasus yang relevan untuk mengevaluasi
kontribusi konkret Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional yang lebih luas.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami keterlibatan Indonesia dalam
penanganan human trafficking di Kamboja tahun 2021 hingga 2025.

Penelitian ini akan menggunakan Konsep Action oleh Mike Dottridge dalam
buku An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action yang
ditulis oleh United Nations Office On Drugs and Crime, menegaskan bahwa
keberhasilan dalam penanggulangan human trafficking sangat dipengaruhi oleh
integrasi antara kebijakan, struktur kelembagaan, dan kerja sama tingkat internasional,
serta penerapan strategi yang fokus pada korban. Pada konsep ini, penelitian ini akan
menganalisis bagaimana aksi Indonesia dalam menangani kasus human trafficking di
Kamboja dilakukan, sampai sejauh mana tindakan yang diambil sejalan dengan norma
internasional, serta bagaimana kerja sama antarnegara membantu memperkuat
langkah-langkah pencegahan dan penanganan human trafficking (Mike Dottridge

2008, 103-23).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana aksi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human

trafficking di Kamboja tahun 2021-2025?



1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani human
trafficking di Kamboja pada periode 2021-2025.
2. Mengidentifikasi kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh

Pemerintah indonesia dengan Kamboja.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini ditetapkan pada periode 2021-2025 untuk mengkaji aksi
Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human trafficking terhadap Warga
Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Penelitian ini berfokus pada kebijakan dan
berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatnya kasus
tersebut. Tahun 2021 dipilih sebagai titik awal penelitian karena merupakan awal
terjadinya peningkatan yang signifikan pada jumlah WNI yang berada di Kamboja,
yaitu dari 2.330 orang pada tahun 2020 menjadi 5.197 orang pada tahun 2021.
Peningkatan mobilitas tersebut terjadi pada periode pemulihan pasca COVID-19 yang
diikuti dengan meningkatnya pencarian peluang kerja di luar negeri akibat tekanan
ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta maraknya perekrutan melalui media
sosial dengan modus penawaran pekerjaan bergaji tinggi. Kondisi tersebut
meningkatkan kerentanan WNI terhadap praktik human trafficking, khususnya dalam

bentuk eksploitasi melalui jaringan online scam, sehingga tahun 2021 menjadi titik



awal yang relevan untuk menganalisis aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani
fenomena tersebut (Azwar, Syavira, and Saputra 2025).

Situasi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatian dan
aksi dalam hal kebijakan untuk melindungi WNI yang menjadi sasaran human
trafficking di negara-negara lain. Sementara itu, tahun 2025 dipilih karena pada tahun
tersebut permasalahan human trafficking yang melibatkan WNI di Kamboja masih
terjadi, dan aksi pemerintah Indonesia masih dalam tahap proses dan penyesuaian
kebijakan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengevaluasi hasil
akhir dari kebijakan, melainkan untuk menganalisis proses, pola, serta dinamika aksi

Indonesia dalam menghadapi masalah human trafficking.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian oleh Ardanya, Wulandari, dan Kustiawan berjudul
“Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja”
membahas aksi Pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya kasus human trafficking
yang melibatkan WNI di Kamboja, yang dipicu oleh faktor ekonomi, lemahnya
pengawasan perekrutan, serta maraknya penipuan daring. Studi ini menyoroti peran
diplomasi Indonesia melalui perlindungan WNI, keterlibatan perwakilan diplomatik,
koordinasi antar lembaga, dan upaya pemulangan korban sebagai bentuk tanggung
jawab negara terhadap warganya di luar negeri. Namun, penelitian ini belum
menggunakan Konsep yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas aksi serta
tidak membatasi periode waktu secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini

melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis aksi Pemerintah Indonesia secara



lebih terstruktur pada periode 2021-2025 menggunakan Konsep Action Mike Dottridge
yang menekankan pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terpadu
(Ardanya, Wulandari Ekalia, and Kustiawan 2025).

Kedua, penelitian oleh Putri Amanda Adelia dan Wira Atman berjudul
“Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women
and Children dalam Penanganan human trafficking di Kamboja” menganalisis peran
ACTIP sebagai instrumen hukum regional ASEAN dalam menangani human
trafficking di Kamboja. Dengan menggunakan konsep efektivitas rezim internasional,
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ACTIP telah menyediakan kerangka
hukum dan rencana aksi, implementasinya masih lemah akibat keterbatasan kapasitas
institusional, kompleksitas permasalahan, dan lemahnya penegakan hukum. Namun,
fokus kajian ini masih berada pada level regional dan belum mengkaji secara spesifik
peran Indonesia sebagai negara asal korban. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya
melengkapi studi tersebut dengan menganalisis aksi konkret Pemerintah Indonesia
terhadap kasus human trafficking di Kamboja pada periode 2021-2025 menggunakan
kerangka Action Mike Dottridge (Putri Amanda Adelia and Atman 2025).

Ketiga, penelitian oleh Siti Rahmah Maulid Dina dan Demeiati Nur
Kusumaningrum berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Kasus
human trafficking di Kawasan Asia Tenggara” dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan
Pemerintahan (JISPAR) mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani
human trafficking di Asia Tenggara dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri
dan konsep keamanan manusia. Studi ini menegaskan bahwa human trafficking

merupakan ancaman terhadap keamanan manusia dan mendorong Indonesia untuk



meaksi melalui regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta
partisipasi dalam kerja sama internasional, meskipun masih menghadapi berbagai
tantangan hukum dan koordinasi antarnegara. Namun, penelitian ini masih bersifat
umum dan belum mengkaji secara mendalam kasus spesifik hubungan Indonesia—
Kamboja. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan fokus
pada analisis kasus human trafficking terhadap WNI di Kamboja pada periode 2021—
2025 untuk menilai efektivitas aksi dan kebijakan luar negeri Indonesia (Maulid dina
2023).

Berdasarkan pemaparan dari tiga jurnal penelitian sebelumnya, bahwa
penelitian yang membahas mengenai isu tentang masalah human trafficking, terutama
yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban serta peran negaranya dan lembaga
internasional, telah banyak dilakukan. Penelitian pertama berfokus pada bagaimana
Pemerintah Indonesia meaksi kasus human trafficking di Kamboja melalui jalur
diplomasi dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian kedua
mengulas upaya pencegahan human trafficking di Kamboja melalui dasar hukum di
tingkat regional ASEAN, dengan sorotan khusus pada ASEAN Convention Against
Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Penelitian ketiga
mempelajari kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi human trafficking di
Asia Tenggara secara umum, dengan menekankan bahwa isu tersebut merupakan
ancaman bagi keamanan manusia.

Namun, ketiga penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan. Penelitian
yang ada belum menjelaskan secara spesifik bagaimana aksi Indonesia dalam konteks

hubungan bilateral dengan Kamboja, khususnya berkaitan dengan kasus human
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trafficking yang melibatkan WNI. Di samping itu, belum ada analisis yang menyeluruh
tentang aksi Indonesia dalam rentang waktu tertentu yang mencerminkan
perkembangan kasus human trafficking yang meningkat setelah tahun 2021, dan juga
belum menghubungkan aksi tersebut dengan kerangka internasional yang menekankan

pada pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum secara holistik.

1.6  Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konsep Action oleh Mike Dottridge
dalam buku An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action
yang ditulis oleh United Nations Office On Drugs and Crime. Menurut Mike Dottridge,
keberhasilan penanggulangan human trafficking sangat bergantung pada kemampuan
negara dalam mengimplementasikan norma-norma internasional ke dalam tindakan
nyata di berbagai level nasional, bilateral, regional, dan internasional. Konsep tersebut
merupakan bagian dari kerangka human trafficking yang menekankan pentingnya
tindakan nyata yang dilakukan oleh negara dalam mengimplementasikan kebijakan
human trafficking. Melalui konsep ini, aksi pemerintah tidak hanya dinilai dari
keberadaan regulasi, tetapi juga dari implementasi tindakan yang mencakup enam
indikator action, yaitu Menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan
(translating international instruments into action), kerja sama (working together),
penuntutan dan kegiatan penegakan hukum (prosecution and law enforcement),
pencegahan (prevention), perlindungan dan bantuan (protection and assistance), peran

penelitian (the role of research).
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Dalam penelitian ini, aksi Indonesia dipahami sebagai rangkaian kebijakan,

langkah-langkah, dan mekanisme kelembagaan yang diterapkan oleh Pemerintah

Indonesia dalam mengatasi masalah human trafficking di Kamboja selama tahun 2021

hingga 2025. Aksi tersebut dianalisis menggunakan enam indikator yang dirumuskan

secara berurutan:

1.

Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan (7ranslating

International Instruments into Action)

Menurut Mike Dottridge penerapan instrumen internasional tidak hanya
terlihat dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga melibatkan pembentukan
lembaga, perumusan kebijakan, dan penerapan praktik yang mendorong
penanggulangan human trafficking dengan baik. Oleh karena itu, suatu negara
tidak hanya menunjukkan komitmen melalui ratifikasi berbagai konvensi atau
protokol internasional, tetapi juga menjamin bahwa komitmen tersebut
diwujudkan dalam kerangka hukum, kebijakan dan sistem penanganan di

tingkat nasional.

Kerja sama (Working Together)

Kerja sama merupakan bentuk interaksi yang melibatkan dua pihak atau
lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hubungan internasional, kerja
sama menjadi instrumen penting bagi negara-negara dalam menghadapi kasus
yang melintasi batas negara, termasuk human trafficking. Mike Dottridge

menegaskan bahwa human trafficking adalah kejahatan internasional yang
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memerlukan tindakan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini melihat aksi
Indonesia sebagai upaya yang dilaksanakan melalui kerja sama antar lembaga
di tingkat nasional dan interaksi dengan negara tujuan dalam mengatasi kasus
human trafficking yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Aksi
ini juga dilihat dalam konteks partisipasi Indonesia dalam mekanisme regional
dan internasional sebagai upaya meningkatkan efektifitas penanganan Auman

trafficking selama tahun 2021 sampai 2025.

. Penuntutan dan Kegiatan Penegakan Hukum (Prosecution and Law

Enforcement)

Dalam Konsep Action, penegakan hukum merupakan aspek penting
untuk menghentikan rantai human trafficking. Konsep ini digunakan untuk
menganalisis bagaimana aksi Indonesia terealisasi melalui identifikasi warga
negara Indonesia sebagai korban human trafficking di Kamboja, langkah-
langkah pemantauan dan penahanan yang dijalankan oleh aparat, serta
penerapan metode yang ramah terhadap korban dalam proses hukum. Di
samping itu, tanggapan Indonesia juga dinilai lewat mekanisme bantuan hukum
internasional untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku

human trafficking.

. Pencegahan (Prevention)

Mike Dottridge melihat pencegahan sebagai pendekatan jangka panjang

yang bertujuan mengurangi risiko individual terhadap human trafficking.
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Dalam kajian ini, aksi Indonesia dianalisis melalui kebijakan dan langkah-
langkah pencegahan yang fokus pada pengurangan resiko WNI menjadi korban
human trafficking, baik sebelum mereka meninggalkan Indonesia, selama
perjalanan migrasi, maupun saat berada di tujuan seperti Kamboja. Pencegahan
dipandang sebagai bagian dari aksi struktural negara yang berhadapan dengan
faktor-faktor sosial, ekonomi, serta informasi yang mendorong terjadinya

human trafficking secara ilegal.

. Perlindungan dan Bantuan (Protection and Assistance)

Perlindungan bagi korban menjadi pokok dalam kerangka kerja yang
dikemukakan oleh Mike Dottridge. Oleh karena itu, dalam penelitian ini aksi
Indonesia melalui upaya perlindungan dan penyaluran bantuan kepada WNI
yang menjadi korban human trafficking di Kamboja, mencakup pemenuhan
standar internasional perlindungan, penyediaan bantuan darurat serta medis,
hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi korban setelah mereka kembali ke
Indonesia. Aksi ini dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan dan tindakan
Indonesia fokus pada pemulihan martabat serta jaminan keselamatan bagi para

korban.

. Peran Penelitian (The Role of Research)

Peran Penelitian merupakan indikator yang menyoroti pentingnya
kegiatan penelitian dan pemanfaatan informasi sebagai landasan dalam

perumusan kebijakan serta strategi penanganan human trafficking. Menurut
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Mike Dottridge, penelitian memiliki fungsi dalam mendeteksi pola human
trafficking, memahami faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan korban,
menganalisis cara kerja pelaku, memetakan jumlah korban, serta menilai
efektivitas kebijakan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum.
Dengan demikian, penelitian tak hanya berdampak pada pengumpulan
informasi, tetapi juga berperan sebagai dasar bagi pemerintah dalam merancang

kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

1.7  Argumen Sementara

Penelitian ini berargumen bahwa aksi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia
dalam mengatasi human trafficking yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI)
di Kamboja pada tahun 2021-2025 merupakan bentuk implementasi negara dalam
menangani kejahatan lintas negara dengan pendekatan yang menyeluruh. Aksi tersebut
dilakukan melalui penerjemahan beragam instrumen internasional ke dalam kebijakan
domestik nasional dasar hukum untuk menangani human trafficking, yang kemudian
diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kamboja, organisasi
internasional, serta lembaga terkait dalam proses penanganan kasus.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aksi Pemerintah Indonesia diwujudkan
dalam penegakan hukum terhadap kejahatan human trafficking, pelaksanaan upaya
pencegahan guna mengurangi kerentanan WNI terhadap human trafficking, serta
memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban melalui mekanisme

penyelamatan, pendampingan, dan pengembalian ke Indonesia. Selain itu, penelitian
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ini juga berargumen bahwa pemanfaatan data dan hasil analisis dari lembaga
pemerintah serta organisasi internasional menjadi salah satu dasar dalam mendukung
penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aksi pemerintah dalam mengatasi human
trafficking untuk WNI di Kamboja.

Berdasarkan konsep action oleh Mike Dottridge, penelitian ini mengkaji aksi
yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui enam indikator, yaitu
menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan, kerja sama, penuntutan
dan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan, serta peran riset, untuk
menggambarkan bagaimana keenam elemen tersebut diterapkan dalam penanganan

kasus human trafficking terhadap WNI di Kamboja selama periode 2021 hingga 2025.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis aksi pemerintah Indonesia dalam menangani ~iuman

trafficking di Kamboja.

1.8.2  Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Objek
yang digunakan adalah aksi pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menangani
human trafficking, serta upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia

kepada para korban.
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1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan,
dan data statistik yang relevan mengenai human trafficking di Kamboja, untuk
memperoleh gambaran nyata mengenai situasi di lapangan. Selain itu, analisis literatur
dari berbagai sumber akademik, jurnal, dan publikasi resmi juga dilakukan untuk
mengkaji secara mendalam peran Indonesia dalam menangani hAuman trafficking di
kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini turut dilengkapi dengan observasi tidak langsung terhadap forum
atau pertemuan yang membahas isu human trafficking di tingkat regional, melalui
telaah terhadap laporan kegiatan dan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga terkait.

1.8.4 Proses Penelitian

Tahapan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan yang mencakup
penyusunan kerangka penelitian, penentuan subjek dan objek studi, serta perancangan
instrumen pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada
tahap pengumpulan data, peneliti melakukan analisis literatur, pengumpulan dokumen,
serta observasi tidak langsung sesuai dengan teknik yang telah dirancang sebelumnya.
Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola,
tema, serta hubungan antara kebijakan Indonesia dan efektivitasnya dalam menangani
isu human trafficking. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan yang
memuat temuan dan analisis mendalam yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan.
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1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 Merupakan pengantar yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, dan pentingnya penelitian ini. Di sini juga akan dibahas

tentang batasan masalah dan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Bab 2 Bab ini membahas dan menganalisis aksi pemerintah Indonesia dalam
menangani masalah human trafficking di Kamboja selama periode 2021 hingga 2025.
Analisis mencakup kebijakan serta langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia,
hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus human trafficking antar negara, serta

peranan negara dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban.

Bab 3 Bab ini menguraikan Konsep Action oleh Mike Dottridge, pemahaman Auman
trafficking sebagai kejahatan lintas negara, fungsi negara dalam menangani masalah
human trafficking, serta kerangka pemikiran yang dipakai sebagai landasan untuk
menganalisis aksi Indonesia. Bab ini juga mencakup tinjauan penelitian sebelumnya

yang terkait dengan masalah human trafficking.

Bab 4 Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan,

serta memberikan rekomendasi.
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BAB 2
HUMAN TRAFFICKING WNI DI KAMBOJA DAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH INDONESIA

Bab ini membahas kasus human trafficking terhadap Warga Negara Indonesia
(WNI) di Kamboja selama periode 2021 hingga 2025, serta aksi dari pemerintah
Indonesia dalam menghadapi masalah tersebut. Fokus pembahasannya adalah pada
bentuk dan modus Auman trafficking yang muncul melalui penipuan online dan
eksploitasi tenaga kerja, penyebab yang meningkatkan risiko WNI menjadi korban,
serta efek pada korban yang terdampak dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Selain itu,
bab ini juga menjelaskan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah
Indonesia melalui diplomasi, perlindungan konsuler, Kerja sama bilateral dan
internasional, serta usaha penegakan hukum dan pencegahan terkait kasus human

trafficking di Kamboja.

2.1 Isu Human Trafficking di Kamboja

Human trafficking adalah sebuah kejahatan internasional yang melibatkan
proses perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penyalahgunaan, atau menerima
individu dengan cara-cara yang mengandung ancaman, penipuan, penyalahgunaan,
atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa berupa
pemerasan seksual, kerja paksa, perbudakan, atau bentuk lain yang sejenis dengan

perbudakan, bahkan juga untuk tujuan kriminal. Dengan kemajuan teknologi, modus
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human trafficking telah berubah dari eksploitasi konvensional ke bentuk eksploitasi
berbasis digital, khususnya melalui penipuan online (Rahayu and Januarsyah 2025a).

Kasus human trafficking di Kamboja menunjukkan peningkatan sejalan dengan
pertumbuhan aktivitas penipuan online di kawasan Asia Tenggara. Kamboja telah
menjadi salah satu destinasi utama untuk human trafficking yang terkait dengan
eksploitasi kriminal. Para korban sering kali direkrut melalui tawaran pekerjaan yang
menggiurkan dan dijanjikan dengan gaji yang tinggi, lalu setibanya di negara tujuan,
korban akan dipaksa bekerja di lokasi-lokasi penipuan online. Modus ini
menggambarkan perubahan jenis eksploitasi dari cara-cara tradisional menuju
eksploitasi berbasis teknologi (IOM 2024).

Meningkatnya kasus human trafficking di Kamboja tidak terlepas dari
banyaknya penipuan berbasis digital dengan modus tawaran pekerjaan fiktif yang
menjanjikan gaji tinggi. Pemerintah Kamboja mencatat adanya peningkatan signifikan
kasus human trafficking dan eksploitasi seksual yang ditangani oleh aparat penegak
hukum. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 197 kasus human trafficking dan
eksploitasi seksual meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan
kasus sebanyak 164 (Xinhua 2025).

Berdasarkan IOM Regional Situation Report (2024), lima negara utama yang
menjadi asal para korban yang menerima bantuan dari IOM pada tahun 2023 meliputi
Vietnam, Indonesia, Filipina, Nepal, dan Myanmar. Di sisi lain, Kamboja, Thailand,
Laos, Myanmar, dan Filipina menjadi negara yang paling sering dituju dalam kasus
human trafficking bentuk tujuan eksploitasi kriminal. Hasil penelitian ini

mengindikasikan bahwa praktik human trafficking di Kamboja merupakan bagian dari
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jaringan kejahatan lintas batas yang melibatkan perpindahan para korban dari berbagai
negara di wilayah Asia Tenggara serta Asia Selatan (IOM 2024).

Selain itu, berkembangnya aktivitas human trafficking di Kamboja dipengaruhi
oleh salah satu pusat aktivitas jaringan trafficking di Asia Tenggara. Penyebab
utamanya adalah cepatnya pertumbuhan industri penipuan daring pasca COVID-19
yang menciptakan kebutuhan tinggi terhadap lowongan pekerjaan. Hal ini
dimanfaatkan oleh kelompok kriminal internasional untuk merekrut korban dari
berbagai negara melalui iklan lowongan kerja palsu di media sosial serta situs pencari
kerja. Dengan tingginya keuntungan ekonomi dari kasus penipuan daring mendorong
jaringan kejahatan untuk terus memperluas operasinya di Kamboja menjadi sistem
industri terstruktur yang menggunakan tenaga kerja hasil human trafficking untuk
melaksanakan operasi penipuan antarnegara. Dengan cara ini, Kamboja tidak hanya
berperan sebagai tempat eksploitasi, tetapi juga semakin berkembang sebagai pusat
kegiatan human trafficking berbasis digital di wilayah Asia Tenggara (Nations 2023).

Berdasarkan Laporan Trafficking in Persons 2024 yang dirilis oleh Departemen
Luar Negeri AS, Kamboja tetap berada di dalam kategori Tier 3, kategori terendah
dalam sistem rating penanganan human trafficking. Peringkat ini menandakan bahwa
pemerintah Kamboja belum mencapai standar minimum dalam mengatasi kejahatan
perdagangan manusia dan dinilai belum melakukan upaya yang signifikan untuk
memenuhi kriteria tersebut. Walaupun pemerintah Kamboja telah melakukan beberapa
upaya, seperti membuka fasilitas dukungan untuk korban, meningkatkan kerja sama
dengan pemerintah negara lain dalam penyelidikan kasus human trafficking, serta

menyelenggarakan pelatihan online identifikasi korban bagi aparat pemerintah, masih
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terdapat berbagai masalah struktural yang menjadi hambatan utama. Laporan tersebut
menekankan adanya korupsi yang masih merajalela dan keterlibatan beberapa pejabat
dalam tindak kriminal human trafficking, penegakan hukum yang lemah, serta
operasional yang masih berlangsung dari pusat-pusat penipuan online yang
mengeksploitasi puluhan ribu korban melalui praktik kerja paksa. Situasi ini
menyebabkan Kamboja tetap dalam kategori Tier 3 dan menjadi salah satu negara yang
menghadapi tantangan serius dalam upaya menangani human trafficking (U.S
Departement of State 2024).

Berdasarkan kondisi ini, Kamboja telah menjadi salah satu negara utama dalam
jaringan human trafficking di wilayah Asia Tenggara yang melibatkan korban dari
berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, kajian ini secara khusus
menyoroti permasalahan human trafficking yang dialami oleh Warga Negara Indonesia
(WNI) di Kamboja untuk menganalisis kemajuan kasus dan aksi Pemerintah Indonesia

dalam menghadapi kasus ini.

2.2 Isu Human Trafficking terhadap WNI di Kamboja 2021-2025

Kasus human trafficking di Kamboja menunjukkan perkembangan yang
semakin serius dalam periode 2021-2025. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan
jumlah korban, munculnya berbagai modus kejahatan, serta keterlibatan jaringan
kriminal lintas negara. Kamboja dikenal sebagai salah satu negara tujuan sekaligus
negara transit utama dalam jaringan human trafficking di kawasan Asia Tenggara,
khususnya dalam bentuk eksploitasi kerja paksa dan eksploitasi seksual. Kondisi

tersebut semakin diperparah dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana
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utama perekrutan korban, yang memungkinkan jaringan kriminal menjangkau calon
korban lintas negara secara cepat dan masif (Shabrina‘Ishmah, Aqimuddin, and Izadi
2023, 19-20).

Diagram 1. Peningkatan Jumlah WNI di Kamboja 2021-2024
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Sumber: Laporan Kementrian Luar Negeri (Azwar, Syavira, and Saputra 2025).

Grafik ini menggambarkan pertumbuhan yang luar biasa pada jumlah Warga
Negara Indonesia (WNI) di Kamboja selama tahun 2021 hingga 2024. Di tahun 2021,
tercatat ada 5.197 individu, lalu melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 10.530
individu di tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2023 dengan total mencapai
17.212 individu, dan sekali lagi meningkat di tahun 2024 menjadi 19.365 individu.
Secara keseluruhan, selama empat tahun tersebut terjadi hampir empat kali lipat

peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Lonjakan terbesar terlihat antara tahun 2021,
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2022, 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam migrasi WNI ke
Kamboja. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan besar dalam perpindahan
warga Indonesia ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mungkin
terkait dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja terutama dalam sektor digital dan
industri online, yang dalam beberapa situasi berhubungan dengan meningkatnya
praktik eksploitasi dan Auman trafficking di wilayah tersebut (Azwar, Syavira, and
Saputra 2025).

Dalam upaya penanganan kasus, aparat berwenang berhasil menangkap
sebanyak 273 tersangka serta membebaskan 523 korban human trafficking dan
eksploitasi paksa. Korban bukan hanya dari pekerja dewasa, tetapi juga melibatkan
anak-anak. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 230 korban berusia di bawah 18 tahun
atau sekitar 44% dari total korban yang teridentifikasi, menunjukkan tingginya tingkat
eksploitasi terhadap anak dalam praktik human trafficking di Kamboja (Xinhua 2025).

Peningkatan jumlah kasus human trafficking tidak terjadi secara tiba-tiba,
melainkan adanya pengaruh dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi
ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi menimbulkan
dorongan bagi individu untuk mengejar peluang kerja, termasuk menerima tawaran
kerja yang berisiko tinggi tanpa adanya verifikasi yang memadai. Dari sisi
kelembagaan, lemahnya perlindungan hukum dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja
dan kurang efektifnya pengawasan terhadap mekanisme rekrutmen memberikan
kesempatan bagi aktor non-negara untuk melakukan praktik perekrutan ilegal dan
eksploitasi. Di sisi lain, faktor sosial seperti ketidakadilan gender juga meningkatkan

kerentanan, khususnya ketika perempuan masih menghadapi keterbatasan akses
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terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, praktik human
trafficking tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan individu, tetapi juga oleh kondisi
struktural yang menciptakan kerentanan sistemik dan memungkinkan terjadinya
eksploitasi secara berkesinambungan. United Nations Office on Drugs an Crime
(UNODC) menekankan bahwa kemiskinan, perlindungan hukum migrasi yang lemah,
diskriminasi berdasarkan gender, konflik, serta korupsi adalah penyebab utama Auman
trafficking (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Laporan dari International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa
keuntungan ilegal dari kerja paksa mencapai sekitar US$236 miliar per tahun,
mencerminkan kuatnya insentif ekonomi di balik praktik tersebut. Pandemi COVID-
19 juga menjadi salah satu faktor yang membuat adanya peningkatan yang cukup tinggi
pada angka human trafficking WNI di Kamboja karena adanya krisis ekonomi yang
menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kerentanan ekonomi negara di dunia.
Adapun lonjakan aktivitas digital yang menciptakan kelemahan serta peluang untuk
melakukan tindakan kriminal penipuan human trafficking dengan penipuan daring.
Walaupun angka human trafficking tinggi dimulai saat pandemi COVID-19 ini tidak
bisa dianggap sebagai penyebab tunggal dari meningkatnya human trafficking,
melainkan sebagai faktor yang meningkatkan kerentanan struktural yang sudah ada
sebelumnya, seperti kemiskinan, migrasi yang tidak aman, ketidaksetaraan gender,
serta pengelolaan perlindungan tenaga kerja yang lemah (ILO 2024).

2.2.1 Bentuk dan modus penipuan Human Trafficking
Human trafficking di Kamboja muncul dalam berbagai bentuk eksploitasi yang

terus berubah bersamaan dengan kemajuan teknologi digital. Sebelumnya human
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trafficking lebih banyak berkaitan dengan hal eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa di
sektor yang tidak teratur atau perbudakan modern. Namun, dalam beberapa tahun
terakhir bentuk eksploitasi telah bergeser menjadi trafficking for forced criminality,
yaitu tindakan kriminal yang dipaksakan yang mana korban diharuskan untuk terlibat
dalam kegiatan ilegal, terutama penipuan daring. Mereka direkrut bukan untuk
pekerjaan yang sah, melainkan dipaksa untuk menjalankan skema penipuan digital
seperti penipuan investasi, love scam dan penipuan mata uang kripto dengan ancaman
kekerasan dan penyiksaan sebagai motivasi (Nations 2023).

Human trafficking di Kamboja menunjukkan perubahan dari eksploitasi
konvensional menuju kejahatan berbasis penipuan daring (online scam) yang
melibatkan jaringan kriminal terorganisasi dan korban dari berbagai negara. Laporan
organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa korban human trafficking umumnya
direkrut melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi di bidang teknologi informasi atau
administrasi digital. Tawaran tersebut banyak disebarluaskan melalui platform media
sosial dan aplikasi lainnya dengan tawaran gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan
gaji di negara asal termasuk Indonesia (Amnesty International 2025, 1-3; Pangestu and
Riyanta 2025).

Namun, tawaran pekerjaan tersebut pada kenyataannya merupakan bentuk
penipuan untuk memancing korban agar bersedia berangkat ke Kamboja. Setibanya di
negara tujuan para korban kerap dipaksa bekerja di lokasi tertutup dengan pengawasan
ketat. Mereka dieksploitasi untuk menjalankan berbagai jenis penipuan digital, seperti
penipuan romansa (romance scam) dan penipuan investasi fiktif yang menyasar korban

di berbagai negara (Amnesty International 2025, 4-7).
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Modus lain yang sering digunakan dalam praktik human trafficking adalah
perbudakan hutang (debt bondage). Dalam skema ini korban dibebani biaya perjalanan,
akomodasi, atau biaya perekrutan yang tidak wajar, sehingga terjerat dalam utang yang
harus dilunasi melalui kerja paksa. Pola ini memperkuat kontrol pelaku terhadap
korban, karena korban berada dalam kondisi ketergantungan finansial dan
keterpaksaan untuk terus bekerja dalam situasi yang eksploitatif. Banyak korban pada
awalnya tidak menyadari bahwa mereka akan terjebak dalam mekanisme utang yang
membelenggu dan merugikan (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Laporan Amnesty International juga mengungkapkan keberadaan sedikitnya 53
lokasi operasi penipuan di 16 kota dan wilayah di Kamboja. Lokasi-lokasi tersebut
dijadikan pusat operasi penipuan daring berskala internasional, di mana korban dipaksa
bekerja tanpa kebebasan bergerak. Tempat-tempat tersebut umumnya berupa hotel
yang tidak lagi beroperasi atau kasino yang dialihfungsikan menjadi fasilitas tertutup,
dilengkapi dengan tembok tinggi, kawat berduri, kamera pengawas, serta penjagaan
bersenjata, sehingga korban hampir tidak memiliki peluang untuk melarikan diri
(Amnesty International 2025, 4-7)

2.2.2 Dampak Human Trafficking WNI di Kamboja

Korban human trafficking yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di
Kamboja pada tahun 2021 sampai 2024 sebagian besar berasal dari usia pekerja yang
cukup melalui saluran perekrutan kerja informal. Banyak dari mereka direkrut
menggunakan media sosial, situs lowongan kerja, atau jaringan relasi dengan tawaran
pekerjaan di sektor administrasi, pemasaran digital dan customer service. Namun,

begitu mereka tiba di Kamboja mereka malah dipekerjakan di pusat operasi penipuan
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daring (online scam) dan kehilangan hak mereka untuk meninggalkan lokasi kerja.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyatakan bahwa cara perekrutan ini
menunjukkan adanya penipuan informasi yang membuat para korban tidak menyadari
adanya risiko eksploitasi sebelum mereka berangkat (Safira and Padmi 2025).

Dampak utama yang dirasakan oleh para WNI yang menjadi korban di
Kamboja berkaitan dengan hilangnya kebebasan hak individu dan pelanggaran hak
asasi manusia. Banyak warga negara Indonesia yang pada awalnya berangkat ke
Kamboja untuk tujuan pekerjaan legal justru menghadapi berbagai jenis pembatasan
hak kebebasan begitu sampai di lokasi kerja. Kasus yang sering terjadi mencakup
penyitaan paspor, pembatasan mobilitas, serta pengawasan ketat di area kerja tertutup
yang dikenal dengan istilah scamming compounds. Data resmi dari Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam periode Januari-Maret 2025,
KBRI di Phnom Penh menangani 1.301 kasus warga negara Indonesia, di mana sekitar
85% di antaranya berkaitan dengan penipuan online dan eksploitasi kerja. Situasi ini
menunjukkan bahwa beberapa pekerja migran asal Indonesia berada dalam kondisi
kerja yang tidak sesuai dengan kontrak awal dan mengalami kesulitan untuk
meninggalkan tempat kerja akibat kontrol terhadap dokumen identitas serta mobilitas
mereka (KBRI Phnom Penh 2025).

Laporan Amnesty International pada tahun 2025 menunjukkan bahwa di dalam
scamming compounds terdapat praktik eksploitasi yang sering disertai dengan
kekerasan fisik dan tekanan mental sebagai alat untuk mengendalikan pekerja. Korban
terpaksa menjalani jam kerja yang panjang guna mencapai target penipuan daring dan

jika mereka tidak berhasil memenuhi sasaran mereka akan mengalami pemukulan,
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ancaman, hingga perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Amnesty International juga
menemukan terdapat 53 lokasi scamming compounds di Kamboja yang
memperlihatkan adanya pola pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung secara
terstruktur yaitu kerja paksa, penyiksaan, pembatasan kebebasan, serta tindakan yang
mirip dengan perbudakan modern. Keadaan ini membuat para korban terjebak dalam
kondisi eksploitasi yang membuat hilangnya kemampuan mereka untuk membuat
keputusan hidup mereka sendiri (Amnesty International 2025, 4-7).

Selain dampak terhadap kebebasan individu, eksploitasi yang dialami korban
juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius setelah mengalami eksploitasi
di Kamboja. Berdasarkan laporan dari para korban beban kerja mereka umumnya
terdiri dari jam kerja yang sangat lama bahkan sampai 12 hingga 16 jam dalam sehari,
kewajiban untuk menghubungi banyak target penipuan online, serta tekanan untuk
mencapai target finansial tertentu yang telah ditetapkan oleh pengelola Scamming
Compounds. Ketika target yang ditetapkan tidak tercapai maka para korban seringkali
mendapatkan ancaman, intimidasi, dan hukuman fisik yang menimbulkan beban emosi
yang berkepanjangan. Amnesty International mencatat bahwa banyak para penyintas
melaporkan pengalaman kekerasan dan teror yang berpengaruh secara mendalam
terhadap kesehatan mental mereka. Selain itu, badan kemanusiaan menilai bahwa
kurangnya bantuan setelah penyelamatan membuat banyak korban mengalami
tantangan untuk beradaptasi setelah keluar dari situasi eksploitasi (Root 2026).

Dampak terhadap psikologis memberikan tekanan mental yang signifikan. Para
korban seringkali menghadapi rasa ketakutan, kecemasan, depresi, trauma, hingga

post-traumatic stress disorder (PTSD) akibat ancaman, intimidasi, kekerasan, dan
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isolasi yang dilakukan oleh para pelaku selama terjadinya eksploitasi. Trauma ini tidak
berakhir setelah korban berhasil diselamatkan, tapi dapat berlanjut dalam waktu yang
lama, sehingga memerlukan pendampingan psikologis dan pemulihan yang
berkelanjutan (Susan Stevens et al. 2019).

Dampak secara ekonomi para korban WNI mengalami kerugian besar akibat
tidak mendapatkan gaji sesuai kontrak kerja atau bahkan tak menerima pembayaran
sama sekali. Menurut laporan dari International Organization for Migration (IOM),
antara bulan Januari hingga November 2023 sekitar 3.239 orang Indonesia berhasil
diselamatkan dari jeratan penipuan online di kawasan Asia Tenggara, yang sebagian
besar berkaitan dengan eksploitasi kerja. Angka ini mencerminkan ribuan kasus
eksploitasi individu, di mana para korban mengalami penahanan gaji, pemotongan
upah sepihak, serta praktik debt bondage yang memaksa mereka terus bekerja untuk
melunasi utang yang tidak kunjung selesai karena tingginya angka utang. Dalam
banyak kasus para korban tidak hanya kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka
terima, tetapi juga menanggung beban finansial tambahan akibat biaya perjalanan yang
mereka bayar sendiri sebelumnya (Imelda 2024).

Pola ini menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi tidak hanya berdampak pada
hilangnya pendapatan para korban, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi
yang menyulitkan mereka untuk keluar dari situasi eksploitasi tersebut dan
memperpanjang siklus human trafficking yang berbasis daring. Laporan IOM
mengenai human trafficking untuk trafficking for forced criminality menjelaskan
bahwa praktik utang serta ancaman finansial merupakan dua mekanisme utama yang

digunakan untuk mempertahankan kerja paksa di pusat penipuan daring di kawasan
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Asia Tenggara. Situasi ini mengakibatkan korban tidak hanya kehilangan kesempatan
ekonomi, tetapi juga kembali ke Indonesia dengan keadaan keuangan yang lebih sulit
dibandingkan sebelum keberangkatan (Imelda 2024).

Selain dampak pada fisik, mental dan ekonomi, Auman trafficking juga
membawa dampak sosial. Saat korban berada di tempat eksploitasi, para korban
dibatasi akses untuk berkomunikasi dengan keluarga karena penyitaan ponsel dan
pembatasan komunikasi yang diterapkan oleh pelaku. Setelah kembali ke Indonesia
banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam adaptasi sosial akibat stigma dari
masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan tantangan dalam membangun kembali
kehidupan normal yang disebabkan trauma yang masih ada. Oleh karena itu,
penanganan terhadap korban membutuhkan usaha tidak hanya dalam menyelamatkan
tetapi juga rehabilitasi medis, dukungan psikologis, bantuan sosial, serta penyesuaian
adaptasi yang melibatkan pihak pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dampak ini
menunjukkan bahwa human trafficking adalah sebuah kejahatan yang tidak hanya
hilangnya kebebasan individu, tetapi juga menyebabkan dampak jangka panjang
terhadap kualitas hidup para korban, sehingga memerlukan penanganan yang

menyeluruh dan berkelanjutan.

2.3 Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Penanganan Human Trafficking
Pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan kebijakan untuk
menangani human trafficking melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang

berfokus pada Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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“Dalam UU ini diatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak
pidana perdagangan orang. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang
berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat dalam
upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat
dilakukan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak
pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau
turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.”
(Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

Undang-undang ini mengatur aspek-aspek utama dari kejahatan ini, seperti
perekrutan, pemindahan, penampungan, dan eksploitasi, serta menetapkan hukuman
bagi pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong kerja sama dalam upaya
pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum antara berbagai lembaga. Regulasi
ini menjadi acuan bagi aparat berwenang dan organisasi sosial dalam menyusun
pedoman operasional untuk menangani korban, seperti menetapkan standar layanan
dan protokol untuk mengidentifikasi korban. Dengan ini, hukum di dalam negeri
terhadap jaringan perekrutan ilegal dan praktik penipuan antarnegara menjadi
mungkin. Dokumen kebijakan nasional ini membuka peluang untuk perjanjian bilateral
serta pengaturan Kerja sama terkait repatriasi dan perlindungan bagi warga negara
Indonesia di luar negeri (Safira and Padmi 2025).

Secara kebijakan, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN
PPTPPO) sebagai kerangka strategis tingkat nasional dalam menangani human

trafficking Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
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Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. dan diikuti dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk
Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang periode 2020-2024.
Kebijakan ini dibuat sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah
daerah dalam menjalankan program pencegahan, perlindungan terhadap korban,
penegakan hukum, rehabilitasi, dan penguatan kolaborasi dalam penanganan TPPO.
(Kemenko PMK 2023).

Pelaksanaan RAN PPTPPO dilaksanakan melalui pemersatu kerja antara
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang melibatkan berbagai
kementerian dan lembaga, instansi pemerintahan lokal, aparat penegak hukum,
kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, serta
mitra internasional. Dalam pelaksanaannya setiap kementerian dan lembaga
menjalankan program sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yang tercatat
dalam matriks RAN PPTPPO (Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, n.d.).

Kasus penyelamatan 34 warga negara Indonesia dari perusahaan penipuan
daring di Poipet, Kamboja, pada bulan Desember 2022, merupakan contoh nyata dari
penangan kerja sama human trafficking antara Indonesia dan Kamboja. Laporan dari
salah satu WNI mengenai kondisi yang sedang terjadi pada dirinya dan teman-teman
kerjanya melalui saluran perlindungan konsuler yang ada di KBRI Phnom Penh, yang
mengungkapkan bahwa mereka direkrut dengan menjanjikan pekerjaan resmi namun
mereka dipaksa untuk bekerja sebagai operator penipuan online, paspor dan dokumen

lainnya disita. Setelah menerima informasi tersebut, KBRI Phnom Penh dengan cepat
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berkoordinasi dengan kantor Polisi Poipet dan pihak kepolisian Kamboja dan pada
tanggal 9-10 Desember 2022, dilakukan razia bersama di gedung bertingkat di mana
para korban dipekerjakan. Dalam operasi tersebut, 34 WNI berhasil dibebaskan dari
penahanan, dievakuasi ke kantor polisi setempat, dan kemudian diserahkan kepada
KBRI untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut (VOI 2022).

Selain kerja sama penyelamatan Poipet, bentuk kerja sama antara pemerintah
Indonesia dalam menangani human trafficking WNI di Kamboja juga terlihat dari
proses repatriasi korban yang dilakukan secara bertahap pada bulan Agustus 2022 dari
daerah Phnom Penh dan Sihanoukville, Kamboja, menuju Indonesia. repatriasi ini
dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022, 6 Agustus 2022,
8 Agustus 2022, dan 22 Agustus 2022, dengan total korban yang berhasil dipulangkan
mencapai 249 orang. Proses ini diawali oleh laporan dari keluarga korban pada tanggal
18 Juli 2022 mengenai dugaan penahanan pekerja migran Indonesia di kawasan
Sihanoukville, yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara BP2MI,
Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh. Kejadian ini menunjukkan bahwa
kerja sama antar lembaga dilaksanakan dengan nyata melalui evakuasi korban,
pengurusan dokumen perjalanan, serta pengembalian korban ke tanah air (Kamalina
2022).

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengambil peranan dalam upaya
perlindungan Warga Negara Indonesia, termasuk dalam proses repatriasi, penyediaan
bantuan konsuler, dan bernegosiasi dengan pihak berwenang di negara tempat korban
berada, bukti nyata dapat dilihat pada peningkatan signifikan dalam repatriasi merujuk

pada Trafficking in Persons Report 2025, Kementerian Luar Negeri berhasil
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memulangkan 3.570 WNI yang dianggap sebagai korban human trafficking yang
dieksploitasi di luar negeri pada tahun 2024. Tindakan Kementerian Luar Negeri sering
kali dipadukan dengan peran KBRI/KJRI untuk memberikan bantuan langsung di
lapangan (U.S. Department of State 2025).

Dalam kasus yang terjadi di Kamboja, kebijakan pemerintah Indonesia
direalisasikan melalui cara diplomasi yang bertujuan melindungi warganya yang
dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Melalui Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, pemerintah melakukan beberapa tindakan
seperti mendata para korban, bernegosiasi dengan pihak berwenang Kamboja,
memberikan bantuan konsuler, serta memfasilitasi pemulangan WNI yang terjebak
dalam operasi penipuan daring. Langkah-langkah ini menjadi sangat krusial mengingat
banyak di antara korban yang mengalami keterbatasan dalam kebebasan serta kesulitan
untuk memperoleh bantuan secara mandiri. Metode diplomatik ini menegaskan bahwa
perlindungan terhadap WNI di Kamboja tidak hanya bergantung pada instrumen
hukum nasional namun juga pada kemampuan diplomasi bilateral pada tingkat
operasional (Eko Budiono 2022).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk menangani
isu human trafficking yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara-
negara asing, termasuk Kamboja. Upaya ini dilaksanakan melalui kerja sama antara
berbagai lembaga, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di Phnom Penh, serta aparat penegak hukum dan otoritas setempat. Kebijakan
ini bertujuan untuk melindungi WNI dengan mengidentifikasi para korban,

memfasilitasi proses repatriasi serta memberikan dukungan selama proses evakuasi
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untuk memastikan bahwa keamanan dan hak-hak para korban diakui dan dihormati.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat hubungan bilateral serta diplomatik sebagai
bagian dari strategi untuk menangani kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan
human trafficking. Langkah ini mencerminkan bahwa upaya Indonesia dalam
memberantas human trafficking tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum,
melainkan juga diwujudkan dalam tindakan praktis dan koordinasi antara institusi di
lapangan (U.S. Department of State 2025).

Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diterapkan, penanganan kasus
human trafficking yang melibatkan WNI di Kamboja masih menghadapi berbagai
kendala yang signifikan. Sifat kejahatan yang melibatkan banyak negara, batasan
yurisdiksi hukum Indonesia di Kamboja, dan partisipasi jaringan kriminal internasional
menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum. Di samping itu, lokasi-lokasi
penipuan daring sering kali beroperasi dengan tertutup dan berpindah-pindah,
mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi baik korban maupun pelaku. Sebuah
laporan dari Amnesty International mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 50
lokasi penipuan daring di Kamboja yang beroperasi dengan pola eksploitasi yang
mencakup human trafficking, kerja paksa, dan kekerasan, menunjukkan betapa
rumitnya penanganan kasus ini oleh negara asal para korban. Keadaan ini
menggambarkan bahwa keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada Kerja
sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja serta dukungan dari organisasi
internasional dalam menangani para korban (Amnesty Internasional 2025, 8—12).

Pada 4 Oktober 2023, sebanyak 28 WNI yang menjadi korban human

trafficking berhasil dipulangkan dari Kamboja menuju Bandara Internasional
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Soekarno-Hatta, Indonesia. Proses pemulangan ini terlaksana melalui kerja sama antara
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kepolisian Kamboja,
Direktorat Imigrasi Kamboja, serta organisasi internasional, termasuk International
Organization for Migration (IOM). Kasus ini berawal dari laporan yang diterima KBRI
Phnom Penh pada 14 Juni 2023 mengenai dugaan eksploitasi terhadap WNI yang
bekerja di perusahaan penipuan daring di Kamboja. Setelah laporan tersebut diterima,
KBRI tidak langsung melakukan pemulangan, tetapi terlebih dahulu melakukan proses
identifikasi untuk memastikan status para WNI sebagai korban, mengecek kondisi
mereka, serta berkoordinasi dengan otoritas Kamboja agar proses penyelamatan dapat
dilakukan sesuai prosedur hukum setempat (International Justice Migration 2023).

Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para korban ditempatkan sementara di
shelter yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan setelah mereka diselamatkan dari
perusahaan penipuan daring di wilayah Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja.
Penempatan di shelter menjadi bagian penting dalam perlindungan korban karena para
WNI membutuhkan tempat yang aman setelah keluar dari situasi eksploitasi. Selama
berada di shelter, para korban memperoleh bantuan logistik, obat-obatan, serta
pendampingan penerjemah dalam proses pemeriksaan hukum oleh otoritas setempat.
Pendampingan ini penting karena korban harus memberikan keterangan terkait
pengalaman eksploitasi yang mereka alami, sementara pada saat yang sama mereka
juga membutuhkan perlindungan agar tidak kembali berada dalam tekanan pihak
perusahaan atau jaringan pelaku (Ulya and Santosa 2023).

Setelah proses identifikasi, penyelamatan, dan pemeriksaan selesai, KBRI

Phnom Penh bersama pihak terkait memfasilitasi proses repatriasi para korban ke
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Indonesia. Keterlibatan IOM dalam proses ini menunjukkan bahwa kerja sama
internasional dalam penanganan human trafficking tidak hanya berfokus pada
pemulangan korban secara administratif, tetapi juga mencakup aspek perlindungan,
pendampingan, dan pemulihan. Dengan demikian, kasus pemulangan 28 WNI ini
memperlihatkan bahwa perlindungan negara terhadap korban human trafficking
dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan, identifikasi korban,
koordinasi dengan otoritas negara tujuan, penempatan sementara di shelter, hingga
pemulangan korban ke tanah air (Ulya and Santosa 2023).

Secara keseluruhan, tindakan yang pemerintah Indonesia telah lakukan terkait
penanggulangan human trafficking WNI di Kamboja menunjukkan strategi yang
mengintegrasikan elemen hukum dalam negeri, diplomasi untuk melindungi warga,
serta pendekatan pencegahan melalui pendidikan. Akan tetapi, munculnya metode
eksploitasi yang berbasis digital memerlukan penguatan kebijakan yang lebih fleksibel
termasuk peningkatan Kerja sama di tingkat regional dan pengawasan terhadap jalur
perekrutan tenaga kerja informal. Dengan cara ini, penanganan kasus-kasus di
Kamboja bukan hanya sekadar masalah perlindungan warganya, melainkan juga
bagian dari upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara di

wilayah Asia Tenggara (Amnesty Internasional 2025, 15-16).
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BAB 3
ANALISIS KEBIJAKAN DAN AKSI INDONESIA DALAM MENANGANI

HUMAN TRAFFICKING WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2025

Bab ini membahas aksi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human
trafficking yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada periode
2021-2025, yang menjadi perhatian serius akibat meningkatnya jumlah WNI yang
terjebak dalam eksploitasi kerja paksa, khususnya pada sektor penipuan daring di
kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan Konsep Action yang
dikemukakan oleh Mike Dottridge dalam buku An Introduction to Human Trafficking:
Vulnerability, Impact and Action, yang menekankan bahwa penanganan human
trafficking harus dilakukan melalui tindakan nyata yang mencakup kerja sama,
penegakan hukum, pencegahan, serta perlindungan dan dukungan bagi korban.
Berdasarkan kerangka tersebut, bab ini menganalisis aksi pemerintah Indonesia
melalui empat indikator utama, yaitu Kerja sama, penegakan hukum, pencegahan, serta
perlindungan dan dukungan bagi korban, untuk menilai sejauh mana kebijakan
pemerintah telah diimplementasikan secara efektif dalam mengatasi kasus human
trafficking WNI di Kamboja (Mike Dottridge 2008, 103-23).
3.1 Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam berbagai perjanjian internasional
mengenai penghapusan human trafficking telah berusaha menerjemahkan komitmen
tersebut ke dalam kebijakan domestik. Salah satu perjanjian yang menjadi landasan
utama adalah Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,

Especially Women and Children (Palermo Protocol) yang melengkapi United Nations
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Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Menurut Mike
Dottridge, komitmen internasional tidak hanya cukup diratifikasi, tetapi perlu
diwujudkan melalui pengembangan regulasi hukum, lembaga, dan mekanisme
pelaksanaan di tingkat nasional (Mike Dottridge 2008, 103—-105).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan ini tercermin lewat sejumlah kebijakan.
Pertama, pemerintah telah menyetujui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini
mengatur tentang definisi TPPO, sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi korban, serta
prosedur hukum yang diterapkan. Keberadaan peraturan ini menjelaskan penerapan
norma internasional dalam kerangka hukum nasional (Rahayu and Januarsyah 2025b).

Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2009, yang kemudian diperkuat dengan ratifikasi ASEAN Convention
Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017. Proses ratifikasi ini menunjukkan bahwa
Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan dalam negeri dengan standar
internasional, sekaligus meningkatkan kerja sama regional dalam mengatasi human
trafficking (Stogmuller 2025).

Komitmen ini juga dijabarkan dalam kebijakan operasional lewat Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN
PPTPPO) yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 dan
diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023. Dengan adanya RAN

PPTPPO, pemerintah menciptakan mekanisme koordinasi antara berbagai kementerian
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dan lembaga terkait pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, kerja sama
internasional, serta rehabilitasi bagi korban (Resa and Jaya 2021).

Selain pembentukan regulasi, Indonesia juga mengembangkan lembaga yang
mendukung pelaksanaan komitmen internasional, seperti Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan TPPO, penguatan fungsi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi,
serta kolaborasi dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC. Ini sejalan
dengan pandangan Mike Dottridge yang menyatakan bahwa pelaksanaan instrumen
internasional membutuhkan pembentukan institusi yang bisa mengkoordinasikan
kebijakan dan memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik (Resa and Jaya
2021; Mike Dottridge 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksi Indonesia tidak
berhenti pada ratifikasi instrumen internasional, tetapi telah diterjemahkan ke dalam
berbagai perangkat hukum, kebijakan, dan kelembagaan nasional. Langkah tersebut
menunjukkan implementasi indikator Menerjemahkan Instrumen Internasional ke
dalam Tindakan yaitu mengubah komitmen internasional menjadi tindakan nyata yang
menjadi dasar pelaksanaan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan

kerja sama dalam penanganan human trafficking.

3.2 Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan WNI Human Trafficking di
Kamboja
Kasus human trafficking WNI yang ada di Kamboja tidak bisa dilakukan oleh

Indonesia sendiri. Karakteristik Auman trafficking yang bersifat transnasional yang
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mengharuskan adanya kerja sama antara negara Kamboja, Indonesia dan organisasi
yang memiliki tanggung jawab pada kasus human trafficking. Dalam hal ini, Kerja
sama merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam aksi pemerintah
Indonesia, terutama dalam proses identifikasi korban, penyelamatan korban, hingga
pemulangan korban ke Indonesia (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Dalam kerangka Konsep Action oleh Mike Dottridge, Kerja sama didefinisikan
sebagai bentuk kerja sama yang terencana antara berbagai pihak, baik di tingkat
internasional maupun nasional untuk merealisasikan komitmen global dalam
mencegah human trafficking menjadi langkah-langkah konkret. Mike Dottridge
menekankan bahwa Kerja sama adalah aspek krusial dalam aksi praktik human
trafficking karena kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang tidak dapat
diatasi oleh satu negara secara mandiri. Oleh karena itu, Kerja sama melibatkan
pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi internasional, serta institusi terkait
lainnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi korban
human trafficking (Mike Dottridge 2008, 106-9).

Berdasarkan konsep tersebut, kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam
mengatasi masalah human trafficking WNI menjadi aspek krusial dari aksi pemerintah
dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Kerja sama ini dilakukan dengan
mengkoordinasikan tindakan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Kamboja, serta
lembaga internasional dalam penanganan para korban, yang mencakup upaya
penyelamatan, pendampingan dan repatriasi korban ke Indonesia.

3.1.1 Kerja sama Indonesia-Kamboja dalam penanganan kasus Human Trafficking
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Kerja sama bilateral indonesia dengan kamboja menjadi aspek penting dalam
menangani kasus human trafficking terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Kerja
sama dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dengan aparat penegak
hukum dan otoritas pemerintah Kamboja dalam proses penanganan human trafficking.
Bentuk kerja sama tersebut mencakup pertukaran data, penyelamatan korban hingga
pemulangan korban kembali ke Indonesia.

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, KBRI di Phnom Penh memiliki peran
penting dalam memberikan perlindungan konsuler kepada WNI yang terdampak
korban eksploitasi kerja. KBRI berperan sebagai wakil negara yang menerima laporan
mengenai para korban, melakukan Kerja sama dengan lembaga setempat, serta
membantu proses penyelamatan para korban dari tempat eksploitasi (Putri, Saputri, and
Hutapea 2025). Kerja sama Indonesia dan Kamboja dalam penanganan human
trafficking didasarkan pada komitmen kedua negara dalam kerja sama regional dan
bilateral. Pada tingkat regional, kedua negara merupakan pihak dalam ACTIP yang
menjadi landasan kerja sama dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan
hukum terhadap human trafficking. Selain itu, Indonesia dan Kamboja juga
berpartisipasi dalam Bali Process sebagai forum kerja sama untuk menangani Auman
trafficking dan kejahatan transnasional lainnya (Valerisella, Sliviani, and Situmeang
2025).

Selain koordinasi yang dilakukan lewat KBRI Phnom Penh, kerja sama antara
Indonesia dan Kamboja juga diperkuat dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) yang

ditandatangani antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian
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Dalam Negeri Kerajaan Kamboja. MoU ini berfokus pada Kerja Sama Pencegahan dan
Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Pembangunan Kapasitas,
yang berlangsung di Labuan Bajo pada 21 Agustus 2023. Tujuan dari Nota
Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat sinergi kedua negara dalam mencegah
serta memberantas kejahatan transnasional, seperti human trafficking, melalui
koordinasi penegakan hukum dan penguatan kapasitas dari aparat kedua negara.
Lingkup kerja sama dalam MoU tersebut mencakup upaya pencegahan serta
penanggulangan berbagai macam kejahatan lintas negara seperti human trafficking,
penyelundupan orang, kriminalitas siber, pencucian uang, penipuan, dan juga
investigasi serta pengembalian aset yang berasal dari kejahatan. Di samping itu, kedua
negara juga sepakat untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum agar kerja
sama dalam menangani kejahatan antar negara dapat berjalan dengan lebih efisien.
Kesepakatan ini berlaku selama tiga tahun setelah ditandatangani dan bisa
diperpanjang dengan persetujuan dari kedua pihak (Ministry of Foreign Affairs
Republic of Indonesia 2023).

Berdasarkan penjelasan di bab 2, kasus penyelamatan 34 WNI di Poipet
menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kamboja telah beroperasi pada
tingkat operasional. Kerja sama ini tidak hanya terbentuk dari hubungan diplomatik
resmi, tetapi juga diimplementasikan melalui koordinasi langsung antara KBRI Phnom
Penh dan pihak kepolisian Kamboja dalam proses penyelamatan para korban. KBRI
bertanggung jawab dalam mengurus dokumen perjalanan darurat, berkoordinasi
dengan pihak Imigrasi Kamboja, serta menyiapkan perjalanan pulang para korban ke

Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kamboja
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bukan sekadar pernyataan politik melainkan sudah mencapai tingkat operasional mulai
dari penerimaan laporan, kerja sama dengan aparat keamanan setempat, penyelamatan
korban, hingga proses repatriasi, sehingga dapat menjadi studi kasus konkret dalam
analisis kerja sama bilateral dalam penanganan human trafficking (VOI 2022).

Dengan demikian kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan
human trafficking tidak hanya terbatas pada hubungan diplomatik formal, tetapi juga
melibatkan tindakan nyata seperti pertukaran informasi, operasi penyelamatan
bersama, serta koordinasi dalam perlindungan korban. Dengan demikian, kerja sama
antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan kasus human trafficking dapat
dikategorikan sebagai bentuk Kerja sama sebagaimana dijelaskan dalam Konsep
Action karena melibatkan koordinasi lintas negara dalam proses penyelamatan dan
perlindungan korban (Mike Dottridge 2008, 103-23).
3.1.2 Kerja sama Internasional

Selain kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, pemerintah
Indonesia juga membangun kerja sama internasional dengan berbagai lembaga untuk
menangani kasus human trafficking terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di
Kamboja. Kerja sama internasional menjadi sangat krusial karena human trafficking
merupakan kejahatan yang melibatkan beberapa negara dan memerlukan koordinasi
antara berbagai pihak dalam proses identifikasi, penyelamatan, hingga pemulangan
korban ke Indonesia. Dalam beberapa kasus, pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom

Penh telah memfasilitasi proses pemulangan bagi korban human trafficking dari
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Kamboja sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kejahatan yang
bersifat transnasional (Antara News 2023).

Untuk mendukung penanganan kasus human trafficking WNI di Kamboja,
pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi internasional
dan lembaga terkait yang berperan dalam perlindungan dan pemulangan korban human
trafficking. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Organization for Migration
(IOM) dalam mengatasi kasus human trafficking WNI di Kamboja. Berdasarkan
penjelasan di Bab 2, pemulangan 28 WNI dari Kamboja mengindikasikan bahwa
kolaborasi internasional merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah human
trafficking. Jika dianalisis melalui kerangka konsep Action Mike Dottridge,
keterlibatan KBRI Phnom Penh, pemerintah Kamboja, dan IOM menunjukkan bahwa
penanganan human trafficking memerlukan kerja sama antara berbagai pihak. Kerja
sama ini tidak hanya berperan dalam menyelamatkan dan memulangkan para korban,
tetapi juga membantu proses pendampingan dan pemulihan setelah mereka kembali ke
Indonesia (International Justice Migration 2023).

Berdasarkan penjelasan pada bab 2, pada proses pengembalian 249 WNI dari
Kamboja menunjukkan bahwa Kerja sama antar lembaga sangat penting dalam aksi
pemerintah Indonesia terhadap hAuman trafficking. Jika dilihat melalui konsep Action
Mike Dottridge, keterlibatan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom
Penh menunjukkan adanya koordinasi yang efektif dalam mengatasi kasus-kasus
korban lintas negara. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada evakuasi, tetapi juga
mencakup pengurusan dokumen dan pengembalian para korban ke negara asal mereka.

Namun, aksi ini masih cenderung menunjukkan pola yang reaktif karena dilakukan

46



setelah korban mengalami penahanan dan eksploitasi. Oleh karena itu, kolaborasi antar
lembaga perlu diperkuat pada tahap pencegahan, khususnya dalam pengawasan proses
keberangkatan pekerja migran serta deteksi dini terhadap jaringan perekrutan ilegal.
(Kamalina 2022).

Kerja sama regional melalui ASEAN juga memiliki peranan krusial dalam
menangani kasus human trafficking WNI di Kamboja, terutama dalam hal
meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di negara itu. Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa ada lonjakan laporan WNI di
Kamboja yang naik hingga 638% selama periode 2020-2023, dari sekitar 2.330
individu pada tahun 2020 menjadi lebih dari 17.000 di tahun 2023. Peningkatan jumlah
tersebut terkait dengan maraknya penipuan online dan kejahatan human trafficking di
wilayah Asia Tenggara, yang mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk
memperkuat Kerja sama regional dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi para
korban. Oleh karena itu, Kerja sama regional melalui mekanisme ASEAN sangat
penting dalam menghadapi kasus human trafficking yang melibatkan beberapa negara
(Muliawati 2024).

Selain lembaga pemerintah dan organisasi internasional, penanganan pada
kasus human trafficking juga melibatkan organisasi masyarakat seperti Migrant CARE
yang memiliki peran penting dalam advokasi dan pelaporan kasus human trafficking.
Dalam berbagai situasi trafficking yang terjadi di Kamboja, organisasi masyarakat sipil
berfungsi sebagai pihak yang menerima laporan awal dari para korban atau keluarga
mereka, lalu meneruskan informasi tersebut kepada pihak pemerintah agar proses

penyelamatan dan pemulangan korban dapat dipercepat. Keterlibatan lembaga non-
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pemerintah ini menunjukkan bahwa penanganan kasus human trafficking memerlukan
kerja sama berbagai pihak yang tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi juga lembaga
masyarakat sipil dalam rangka perlindungan korban dan pemantauan kebijakan
perlindungan bagi pekerja migran (International Justice Migration 2023).

Meskipun pemerintah Indonesia telah memperkuat Kerja sama bilateral dengan
kamboja dan melibatkan sejumlah pihak internasional seperti ASEAN, IOM, KBRI
Phnom Penh dalam upaya penanganan korban human trafficking menunjukan bahwa
Kerja sama ini masih belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi aktivitas jaringan
kejahatan lintas negara. Ini menandakan bahwa kerja sama yang dilakukan lebih
banyak fokus pada penanganan korban pasca-eksploitasi dibandingkan pencegahan

antar negara yang lebih kuat.

3.3 Penegakan Hukum terhadap Kasus Human Trafficking WNI di Kamboja

Penegakan hukum adalah aspek penting dalam upaya menangani masalah
human trafficking. Berdasarkan Konsep Action yang ditulis oleh Mike Dottridge,
penegakan hukum terhadap para pelaku human trafficking menjadi aspek utama dalam
aksi negara untuk menghentikan jaringan kriminal yang terlibat dalam eksploitasi
manusia. Proses ini mencakup kegiatan penyelidikan, penangkapan, dan juga proses
hukum terhadap para pelaku human trafficking. Tanpa adanya penegakan hukum yang
efektif, jaringan kriminal yang terlibat dalam human trafficking akan terus berlanjut
dan menghasilkan lebih banyak korban (Mike Dottridge 2008, 110-13).

Di Indonesia penegakan hukum mengenai kasus human trafficking telah diatur

terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
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Pidana human trafficking, melalui berbagai peraturan nasional yang bertujuan
melindungi korban dan juga memberikan hukuman yang sesuai kepada para pelaku.
Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat Kerja sama dengan lembaga penegak
hukum di negara lain untuk mengungkap jaringan human trafficking yang beroperasi
secara internasional. Hal ini menjadi krusial karena banyak kasus human trafficking
yang melibatkan perekrut di Indonesia dan jaringan eksploitasi yang ada di negara
tujuan seperti Kamboja (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

3.3.1 Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pemerintah Indonesia memiliki landasan dasar hukum utama dalam menangani
permasalahan human trafficking melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang
ini menjelaskan bahwa human trafficking meliputi berbagai aktivitas seperti rekrutmen,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan individu dengan
penggunaan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi
tujuan eksploitasi. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum
untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku human trafficking (Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

Penerapan Undang-Undang TPPO dalam situasi WNI di Kamboja bisa dilihat
dari upaya petugas dalam mencegah keberangkatan tenaga kerja migran ilegal
melewati jalur-jalur ilegal. Contohnya, pada tanggal 11 Mei 2021, sebanyak 76 tenaga
kerja migran dari Indonesia telah diselamatkan setelah diduga mengalami penahanan

dan eksploitasi. Operasi penyelamatan dilakukan melalui kerja sama antara
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Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, dan pihak berwenang
Kamboja (Kantor Staf Presiden 2021).

Pada tanggal 30 juli 2022 kasus 53 warga negara Indonesia di Kamboja tidak
berakhir pada aksi penyelamatan para korban. Setelah mereka dipulangkan, Bareskrim
Polri melakukan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri serta agensi terkait untuk
menelusuri indikasi jaringan perekrut di tanah air yang mengirimkan mereka ke
Kamboja dengan menggunakan cara pekerjaan fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa
pendekatan tidak hanya terfokus pada penyelamatan korban, tetapi mulai mengarah
pada pengungkapan pelaku yang terlibat (Kementrian Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak 2022).

Pada tanggal 5 Oktober 2023, dalam proses penyelamatan 28 warga negara
Indonesia di Poipet, KBRI Phnom Penh berkolaborasi dengan Polisi Kamboja untuk
Pemberantasan human trafficking dan Perlindungan Anak. Para korban tidak langsung
dibawa pulang, melainkan terlebih dahulu menjalani proses identifikasi dan
pemeriksaan sebagai bagian dari prosedur hukum yang berlaku di Kamboja
(International Justice Migration 2023).

Pada tanggal 17 September 2024, polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil
mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan menangkap dua tersangka
yang diduga berencana mengirim 14 warga negara Indonesia secara ilegal ke Kamboja.
Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai operator layanan pelanggan, karyawan
restoran, dan jenis pekerjaan lain dengan iming-iming gaji tinggi, tetapi semua proses
dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar melalui media sosial, terutama aplikasi

Telegram. Penangkapan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya
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fokus pada perlindungan korban, tetapi juga bertindak tegas terhadap perekrut yang
terlibat dalam jaringan hAuman trafficking (Rico 2024).

Pada tanggal 30 April 2025, balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP3MI) dari Kepulauan Riau, bersama dengan Polisi Daerah Kepulauan
Riau, berhasil menggagalkan keberangkatan seorang calon migran ilegal yang hendak
menjadi pekerja migran ilegal menuju Kamboja lewat Pelabuhan Batam Center. Dalam
kejadian ini, pihak berwenang menemukan adanya orang lain yang membantu dalam
proses pembuatan paspor dan pengiriman ilegal, sehingga dilanjutkan dengan
penyelidikan dan tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat. Kasus ini
mengindikasikan bahwa penerapan Undang-Undang TPPO tidak hanya dilakukan
setelah terjadinya tindakan eksploitasi, tetapi juga pada fase pencegahan guna
melindungi calon korban praktik human trafficking (KP2MI 2025).

Berdasarkan tahun 2021 hingga 2025, penerapan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada
penyelamatan dan pengembalian para korban, tetapi juga memperkuat penegakan
hukum dengan cara menyelidiki jaringan perekrut, mengambil tindakan terhadap para
pelaku, serta menghindari pemberangkatan calon korban melalui jalur yang tidak
sesuai prosedur.

Selain mengatur definisi dan kerangka tindakan kriminal terkait human
trafficking Undang-Undang tentang TPPO juga mengatur hukuman bagi para pelaku
serta mekanisme perlindungan untuk korban. Ini menunjukkan bahwa kebijakan

penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terfokus pada hukuman untuk pelaku,
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tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban melalui penyediaan layanan perlindungan,
rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang
TPPO menjadi bagian krusial dalam aksi pemerintah Indonesia terhadap masalah
human trafficking, termasuk kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar
negeri seperti di Kamboja (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).
3.3.2 Tantangan Penegakan Hukum pada Dua Negara yang Berbeda

Indonesia telah memiliki rancangan hukum yang cukup menyeluruh dalam
menangani kejahatan human trafficking melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini
mengatur beragam jenis kejahatan hAuman trafficking, mulai dari perekrutan,
transportasi, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan individu
untuk tujuan eksploitasi. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan perlindungan
bagi korban, restitusi, rehabilitasi, dan hukuman bagi pelaku yang terdiri dari penjara
minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda berkisar antara Rp120 juta hingga
Rp600 juta, tergantung pada kategori kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum
dilakukan melalui kerja sama antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal
Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga yang relevan sesuai
dengan kewenangannya (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

Di Kamboja, tindakan hukum terhadap human trafficking diatur oleh Law on
the Suppression of Human Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Tahun
2008 yang mengkriminalisasi human trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual
maupun kerja paksa. Berdasarkan undang-undang ini, pelaku kejahatan human

trafficking yang melibatkan dewasa dapat menerima hukuman penjara antara 7 hingga
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15 tahun, sementara jika korbannya adalah anak-anak, ancaman hukumnya naik
menjadi 15 hingga 20 tahun penjara. Namun, sejumlah laporan internasional
menunjukkan bahwa penerapan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti lemahnya penegakan hukum, belum maksimalnya proses investigasi dan
penuntutan, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam jaringan Auman trafficking.
Akibatnya, meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitas penegakan hukum
dianggap belum mencapai hasil yang diharapkan (US Department of State 2023).
Perbedaan dalam sistem penegakan hukum antara Indonesia dan Kamboja
merupakan salah satu rintangan dalam penanganan kasus human trafficking yang
mencakup Warga Negara Indonesia. Indonesia mengadopsi pendekatan yang fokus
pada penegakan hukum terhadap pelaku sambil memberikan perlindungan kepada
korban melalui UU Nomor 21 Tahun 2007. Di sisi lain, Kamboja meskipun sudah
memiliki regulasi yang mengatur kejahatan human trafficking dengan ancaman
hukuman yang cukup serius, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.
Laporan TIP 2024 menunjukkan bahwa Kamboja masih berada dalam kategori Tier 3
karena dianggap belum bisa memenuhi standar minimal dalam memberantas hAuman
trafficking, terutama karena lemahnya penegakan hukum, ketidakpastian dalam
memberikan hukuman kepada pelaku, serta adanya dugaan keterlibatan pejabat dalam
aktivitas human trafficking. Keadaan ini mengakibatkan perlunya kerja sama yang
lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja dalam penanganan kasus
yang melibatkan WNI, khususnya mengenai proses investigasi, penyelamatan korban,

pertukaran data, dan penegakan hukum lintas negara (US Department of State 2023).
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Proses pada identifikasi identitas korban juga menjadi suatu kendala tersendiri
dalam pelaksanaan hukum terkait kasus human trafficking. Tidak semua warga negara
Indonesia yang terlibat dalam perusahaan penipuan online di Kamboja secara otomatis
dianggap sebagai korban dari praktik human trafficking. Aparat hukum dituntut untuk
menunjukkan adanya unsur pemaksaan, eksploitasi, atau penipuan selama proses
rekrutmen dan pekerjaan yang dijalani oleh korban. Proses pembuktian ini sering kali
memakan waktu lama karena melibatkan penyidikan internasional serta pengumpulan
data dari sejumlah pihak (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Hal ini menggambarkan bahwa penegakan hukum mengenai human trafficking
bukan hanya bergantung pada regulasi nasional, melainkan juga pada seberapa efektif
koordinasi antarnegara serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani
tindak pidana lintas batas. Dalam konteks Konsep Action yang ditulis oleh Mike
Dottridge, tantangan dalam penegakan hukum semacam ini menunjukkan bahwa
langkah-langkah terhadap pelaku human trafficking harus didukung oleh kerja sama
internasional yang kuat serta sistem hukum yang saling terhubung untuk memberikan
perlindungan yang optimal bagi para korban (Mike Dottridge 2008, 110-13)

Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum UUD TPPO dan berkoordinasi
dengan negara lain dalam menangani kasus, pelaksanaan penegakan hukum masih
mengalami banyak tantangan seperti batasan yuridiksi, kesulitan dalam membuktikan
kasus internasional, serta munculnya modus digital yang dipakai oleh jaringan
penipuan online. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam memberantas
jaringan human trafficking belum sebanding dengan kemampuan negara dalam

melindungi para korban.
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3.4 Upaya Pencegahan Human Trafficking

Selain penegakan hukum terhadap pelaku, upaya pencegahan juga merupakan
bagian penting dalam strategi mengatasi human trafficking. Dalam konteks Konsep
Action yang ditulis oleh Mike Dottridge, tujuan pencegahan adalah menurunkan faktor-
faktor yang membuat individu berisiko menjadi korban dalam Auman trafficking. Hal
Ini dapat memberikan peningkatan kesadaran publik tentang risiko human trafficking,
pengawasan praktik rekrutmen tenaga kerja, serta peningkatan perlindungan untuk
pekerja migran (Mike Dottridge 2008, 114-119).

Berdasarkan uraian pada Bab 2, keberadaan RAN PPTPPO menunjukkan
bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan nasional dalam
mencegah dan menangani Auman trafficking. Jika dianalisis melalui konsep Action
Mike Dottridge, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan yang
diarahkan untuk mengurangi kerentanan kelompok berisiko, terutama pekerja migran,
perempuan, dan anak-anak. Namun, dalam konteks kasus WNI di Kamboja,
keberadaan kebijakan nasional belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya
korban baru. Hal ini terlihat dari masih maraknya perekrutan ilegal melalui media
sosial dan tawaran kerja palsu ke luar negeri. Dengan demikian, RAN PPTPPO sudah
menjadi dasar kebijakan yang penting, tetapi pelaksanaannya perlu diperkuat pada
pengawasan jalur rekrutmen informal dan literasi migrasi aman bagi masyarakat.
(Kemenko PMK 2023).

Dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencegah human trafficking dilakukan
dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

Pencegahan dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan terkait
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migrasi yang aman, pemantauan terhadap proses perekrutan pekerja, dan peningkatan
kesadaran masyarakat tentang metode Auman trafficking. Sebagai contoh, Kementerian
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengadakan sosialisasi di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta pada 30 Desember 2024 untuk para calon pekerja migran
mengenai prosedur bekerja secara sah di luar negeri, risiko tawaran pekerjaan ilegal,
serta cara melaporkan jika menemukan petunjuk tindak pidana perdagangan manusia
(KP2MI 2024).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui Kerja sama antara pemerintah
dan organisasi internasional sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran publik
mengenai masalah human trafficking. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif anti-
perdagangan orang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
bahaya human trafficking serta mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus kepada
pihak berwenang. Di samping itu, pemanfaatan media digital dan sosial juga
merupakan komponen kunci dalam strategi sosialisasi pemerintah. Informasi tentang
bahaya human trafficking disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi,
seperti media online, media sosial, dan juga melalui kegiatan edukasi langsung kepada
masyarakat. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan
informasi yang tepat tentang prosedur migrasi kerja yang aman dan legal, sehingga
dapat mengurangi risiko terjadinya human trafficking (Muhamad Hapipi 2025).

Pencegahan dilakukan di ranah digital, mengingat banyaknya WNI yang
menjadi korban direkrut lewat media sosial dan platform online. Dalam konteks ini,
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertugas melakukan pengawasan di

dunia maya dengan membatasi akses (takedown) terhadap konten, situs, dan akun
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media sosial yang menawarkan pekerjaan ilegal atau mengandung ciri penipuan online.
Selain itu, Komdigi juga melaksanakan program literasi digital untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam mengenali pola penipuan kerja berbasis internet,
melindungi data pribadi, serta menggunakan platform digital dengan aman. Mereka
juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber
yang berkaitan dengan penipuan online dan eksploitasi dunia maya. Upaya ini sangat
krusial, karena saat ini banyak perekrutan korban human trafficking yang
memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, dan platform
digital lainnya untuk menawarkan pekerjaan dengan janji gaji yang tinggi. Pemerintah
juga memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran melalui kolaborasi antara
Komdigi dan KP2MI untuk memerangi iklan pekerjaan digital yang tidak wvalid,
mempercepat penghapusan konten penipuan, dan meningkatkan literasi digital untuk
masyarakat (Komdigi 2025).

Salah satu lembaga yang ikut serta berkontribusi dalam pencegahan human
trafficking di Indonesia adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI). Lembaga ini membantu untuk menjamin bahwa penempatan pekerja migran
asal Indonesia dilakukan secara sah dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan
melakukan pengawasan pada proses rekrutmen tenaga kerja, BP2MI berusaha
mencegah praktik perekrutan ilegal yang kerap menjadi jalan masuk bagi human
trafficking (Bayuaji and Puspitasari 2024).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah tindakan pencegahan
melalui kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko pekerjaan ilegal

dan penguatan pengawasan terhadap pekerja migran. Namun, tingginya jumlah korban
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menandakan bahwa tindakan pencegahan ini masih belum efektif. Rendahnya tingkat
literasi digital pada masyarakat, besarnya kerentanan ekonomi, serta semakin
banyaknya rekrutmen yang dilakukan lewat media sosial merupakan faktor-faktor yang
membuat upaya pencegahan belum berhasil secara signifikan dalam mengurangi
jumlah korban baru.

3.5 Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban oleh Pemerintah

Upaya untuk melindungi dan menangani para korban adalah salah satu aspek
krusial dalam aksi pemerintah terhadap masalah human trafficking. Berdasarkan
Konsep Action yang ditulis oleh Mike Dottridge, perlindungan terhadap korban tidak
hanya sebatas menyelamatkan mereka dari kondisi eksploitasi, tetapi juga penyediaan
bantuan yang diperlukan untuk mendukung mereka dalam proses pemulihan dari
pengalaman traumatis yang telah dilalui. Bentuk-bentuk perlindungan ini mencakup
layanan kesehatan, dukungan hukum, tempat penampungan sementara, dan program
rehabilitasi sosial untuk para korban human trafficking. Pendekatan ini menekankan
bahwa penanganan terhadap korban perlu dilakukan secara menyeluruh agar mereka
bisa kembali hidup normal setelah mengalami eksploitasi (Mike Dottridge 2008, 120—-
23).

Dalam kasus WNI korban human trafficking di Kamboja, pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) Phnom Penh melakukan sejumlah langkah perlindungan konkret, seperti
penyediaan bantuan konsuler, koordinasi dengan otoritas setempat, serta penempatan
korban di fasilitas penampungan sementara (shelter). Sebagai contoh, pada tahun 2023,

KBRI Phnom Penh bekerja sama dengan otoritas Kamboja menempatkan 28 WNI

58



korban human trafficking di shelter yang dikelola lembaga kemanusiaan setelah
mereka diselamatkan dari perusahaan penipuan daring (online scam) di wilayah Poipet,
Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Selama berada di shelter, para korban
menerima bantuan logistik, obat-obatan, serta bantuan hukum melalui perlindungan
konsuler, pendampingan proses hukum, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor
(SPLP), pendampingan repatriasi ke tanah air dan pemerintah juga memastikan bahwa
hak-hak korban human trafficking yang merujuk pada UU No.13 Tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban (Ulya and Santosa 2023; Putri, Saputri, and Hutapea
2025).

Berdasarkan penjelasan di bab 2, penempatan para korban di tempat
penampungan menunjukkan bahwa upaya perlindungan bagi WNI yang menjadi
korban human trafficking tidak hanya melalui pemulangan ke tanah air, tetapi juga
dengan memberikan pendampingan sementara sebelum mereka direpatriasi. Dalam
konsep Action Mike Dottridge, perlindungan bagi korban mencakup pemenuhan
kebutuhan mendasar, perasaan aman, bantuan konsuler, dan pendampingan selama
proses hukum berjalan. Dukungan logistik, bantuan obat-obatan, dan pendampingan
selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk
menjaga kesejahteraan korban setelah mereka keluar dari situasi eksploitasi. Langkah
perlindungan bagi korban perlu diperkuat sejak awal, terutama melalui pencegahan
keberangkatan ilegal, pemantauan jalur perekrutan dan pendampingan setelah
repatriasi supaya para korban tidak terjebak kembali dalam situasi yang berisiko (Ulya

and Santosa 2023).
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Setelah korban kembali ke Indonesia pemerintah menyediakan layanan
rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui fasilitas seperti Rumah Perlindungan dan
Trauma Center (RPTC) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Layanan yang
diberikan meliputi pendampingan psikologis, bantuan medis, pelatihan keterampilan,
serta bantuan sosial untuk membantu korban kembali berfungsi secara normal dalam
masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan layanan
perlindungan korban human trafficking orang melalui optimalisasi shelter dan sentra
layanan terpadu di wilayah Batam dan Tanjungpinang, yang berfungsi sebagai pusat
rehabilitasi bagi korban sebelum mereka kembali ke daerah asal. Upaya ini
menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulangan korban, tetapi
juga pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban setelah mengalami
eksploitasi (Suara.com 2026).

Upaya pemerintah untuk melindungi dan menangani para korban human
trafficking yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen negara
dalam menjaga hak-hak orang korban dalam human trafficking. Meskipun demikian,
masih terdapat banyak tantangan dalam menangani korban terutama yang terkait
dengan proses identifikasi, keterbatasan dalam sumber daya, serta risiko bagi korban
untuk kembali menjadi korban dari human trafficking. Oleh sebab itu, dalam konteks
Konsep Action yang ditulis oleh Mike Dottridge, perlindungan terhadap korban perlu
dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai hasil
yang maksimal dalam penanganan kasus human trafficking (Mike Dottridge 2008,

120-23).
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Dalam rentang waktu 2021-2025, kemampuan pemerintah Indonesia untuk
melindungi individu yang menjadi korban human trafficking terus mengalami
kemajuan. Kemajuan ini dapat dilihat dari semakin bervariasinya bentuk perlindungan
yang diberikan, mulai dari mengidentifikasi korban, melakukan penyelamatan,
menyediakan tempat berlindung, memberikan bantuan hukum, menerbitkan Surat
Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), hingga memfasilitasi kepulangan ke Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama antara Kementerian Luar Negeri,
KBRI Phnom Penh, KP2MI, kepolisian, dan otoritas Kamboja dalam menangani
korban, sehingga pengevakuasian dan repatriasi dapat dilakukan dengan lancar dan
terkoordinasi (Ulya and Santosa 2023).

Perkembangan penanganan kasus pada periode 2021 hingga 2025
menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin mampu dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan online di
Kamboja. Data dari Kementerian Luar Negeri mencatat sejak tahun 2020 hingga
November 2024 ada 5.111 kasus penipuan online yang melibatkan WNI di luar negeri,
dan sebanyak 1.290 di antaranya telah teridentifikasi sebagai tindakan human
trafficking. Dari total kasus tersebut, Kamboja tercatat angka tertinggi dengan 2.962
laporan. Angka ini mengindikasikan bahwa Kamboja merupakan lokasi utama
eksploitasi terhadap WNI, sehingga memerlukan aksi dari pemerintah Indonesia dalam
memberikan perlindungan serta penanganan bagi para korban (Tempo 2024).

Dalam penanganan kasus juga tersapat tantangan bagi pemerintah Indonesia.
Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa tidak

semua WNI yang terlibat dalam penipuan online bisa dianggap sebagai korban human
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trafficking, karena beberapa dari mereka pergi atas kehendak sendiri dengan harapan
mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
melakukan proses identifikasi yang menyeluruh untuk memisahkan WNI yang benar-
benar merupakan korban dari mereka yang dengan sadar terlibat dalam aktivitas
tersebut. Proses ini menjadi dasar untuk menentukan jenis perlindungan yang dapat
diberikan oleh negara (Safira and Padmi 2025).

Di samping itu, pemerintah juga mengalami masalah terkait rendahnya tingkat
pelaporan diri dari WNI yang bekerja di Kamboja. Menurut data dari otoritas imigrasi
Kamboja pada tahun 2024, terdapat sekitar 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal
resmi, tetapi hanya sekitar 17.000 yang sudah melapor ke KBRI Phnom Penh. Dengan
demikian, ada sekitar 72.000 WNI yang diperkirakan belum terdaftar, dan kebanyakan
diduga bekerja di sektor perjudian online atau penipuan daring. Situasi ini
menunjukkan bahwa memberikan perlindungan terhadap WNI menjadi semakin
kompleks karena pemerintah kekurangan data yang cukup mengenai keberadaan
mereka sebelum permasalahan muncul (Muliawati 2024).

Berdasarkan indikator Perlindungan dan Bantuan dalam konsep Action Mike
Dottridge, data ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah meningkatkan
kapasitas perlindungan melalui identifikasi korban, memberikan perlindungan
konsuler, melakukan penyelamatan, memberikan bantuan hukum, hingga proses
repatriasi. Namun, tingginya jumlah kasus dan banyaknya WNI yang tidak terdaftar di
Kamboja menandakan bahwa efektivitas perlindungan masih menghadapi berbagai
kendala, terutama dalam menjangkau WNI yang beroperasi melalui jalur

nonprosedural. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pendataan,
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mendorong pelaporan diri WNI di luar negeri, serta meningkatkan koordinasi yang
lebih erat antara pemerintah Indonesia dan Kamboja untuk memperbaiki efektivitas
perlindungan terhadap korban perburuhan manusia.

3.6 Peran Penelitian

Peran Penelitian menekankan bahwa penelitian, pemungutan informasi, dan
analisis mengenai kemajuan human trafficking adalah elemen krusial dalam
mendukung pembentukan kebijakan yang tepat. Data terkait perkembangan human
trafficking, variasi modus operandi, karakteristik para korban, dan pola migrasi antar
negara sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu merumuskan taktik yang sesuai
dengan perubahan kejahatan yang terus maju. Dengan demikian, penelitian berfungsi
tidak hanya sebagai wadah informasi, melainkan juga sebagai fondasi dalam proses
pengambilan keputusan oleh pemerintah (Mike Dottridge 2008, 123—127).

Dalam penanganan isu human trafficking yang melibatkan Warga Negara
Indonesia (WNI) di Kamboja, pemerintah Indonesia memanfaatkan beragam data dan
riset sebagai landasan kebijakan. Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar
Negeri secara rutin mengumpulkan data tentang jumlah WNI yang menghadapi
masalah di Kamboja, termasuk identifikasi pola eksploitasi yang semakin marak terjadi
melalui praktik penipuan daring. Data ini kemudian diperkaya dengan berbagai laporan
internasional, seperti dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Kantor
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), serta Laporan
Trafficking in Persons (TIP), yang menunjukkan bahwa Kamboja telah menjadi salah
satu pusat kriminalitas eksploitasi yang berbasis pada penipuan daring di Asia

Tenggara. Berbagai laporan tersebut juga mengungkap perubahan modus perekrutan
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yang beralih dari metode tradisional menjadi melalui media sosial, aplikasi percakapan,
dan platform digital dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi (Pangestu and Riyanta
2025).

Penggunaan hasil penelitian dan pengumpulan informasi terefleksi dalam
banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama tahun 2021
hingga 2025. Meningkatnya jumlah kasus WNI di Kamboja serta perubahan pola
eksploitasi mendorong pemerintah untuk menguatkan Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO),
meningkatkan sosialisasi tentang migrasi aman bagi calon pekerja migran,
memperketat pengawasan untuk keberangkatan pekerja migran yang tidak prosedural,
serta memperkuat kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri, KP2MI, Polri,
Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lembaga terkait lainnya dalam menangani kasus
TPPO. Selain itu, hasil pemetaan tren juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk
memperkuat kerja sama bilateral dengan Kamboja, khususnya dalam pertukaran
informasi, identifikasi korban, dan penanganan jaringan human trafficking lintas
negara (Syafianingrum et al. 2026).

Lebih jauh, hasil penelitian dimanfaatkan sebagai alat evaluasi efektivitas
kebijakan yang telah dilaksanakan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan,
kenaikan jumlah WNI yang menjadi korban human trafficking di Kamboja
menunjukkan bahwa perkembangan modus eksploitasi berbasis teknologi digital
terjadi lebih cepat daripada kapasitas sistem pencegahan yang tersedia. Oleh karena itu,
pemerintah terus melakukan penyesuaian strategi dengan memperbarui kebijakan,

memperkuat koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kemampuan aparat untuk
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menghadapi pola dari kejahatan human trafficking yang semakin rumit(Putri Amanda
Adelia and Wira Atman 2025).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator Peran Penelitian
telah diterapkan melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengumpulan data, dan evaluasi
perkembangan kasus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanganan human
trafficking. Hal ini menunjukkan bahwa aksi pemerintah Indonesia tidak hanya reaktif
terhadap kasus yang sudah muncul, tetapi juga didasarkan pada proses identifikasi dan
analisis terhadap perubahan human trafficking, sehingga menghasilkan kebijakan yang

lebih melindungi WNI di Kamboja.
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4.1 Kesimpulan

BAB 4

PENUTUP

Hasil dari penelitian Aksi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human

trafficking Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun 2021-2025, dapat

disimpulkan bahwa Kasus human trafficking WNI di Kamboja perlu dipahami bukan

sekadar sebagai persoalan migrasi ilegal atau penipuan kerja, tetapi sebagai bentuk

kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi berlapis dan berkembang seiring

dengan kemajuan teknologi digital dengan munculnya modus penipuan kerja berbasis

digital. Kasus human trafficking yang melibatkan WNI di Kamboja menunjukkan

bahwa masyarakat masih rentan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, sementara

jaringan kriminal internasional semakin terstruktur dan kompleks untuk diatasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Teori Indikator Action Mike Dottridge

Indikator Konsep Action
oleh Mike Dottridge

Hasil Analisis

Menerjemahkan
Instrumen Internasional
ke dalam Tindakan
(Translating International
Instruments into Action)

Pemerintah  Indonesia  telah  menerjemahkan
komitmen internasional ke dalam regulasi dan
kebijakan nasional melalui UU No. 21 Tahun 2007,
ratifikasi UNTOC dan ACTIP, serta RAN PPTPPO
sebagai dasar penanganan human trafficking.

Kerja sama
(Working Together)

Kerja sama Indonesia dengan KBRI Phnom Penh,
Pemerintah Kamboja, IOM dan ASEAN membantu
dalam penyelamatan, perlindungan dan pemulangan
korban human trafficking, namun upaya tersebut
belum sepenuhnya mengurangi kasus yang terus
meningkat.
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Penuntutan dan Kegiatan | Penegakan hukum sudah dilakukan, namun masih

Penegakan Hukum ada tantangan akibat adanya jaringan internasional
(Prosecution and Law dan modus berbasis digital.
Enforcement)

Upaya pemerintah masih  terbatas  karena
) berkembangnya perekrutan secara digital, rendahnya
Pencegahan (Prevention) | |iterasi masyarakat dan faktor ekonomi yang masih

mendorong munculnya korban baru.

Perlindungan korban menjadi aksi nyata pemerintah

Perlindungan .dan malalui evakuasi dan pemulangan korban, namun
Bantuan (l.) rotection and | gkgj pemerintah masih pada penanganan pasca
Assistance) kejadian dibanding pencegahan.

Pemerintah memanfaatkan data dan hasil kajian
sebagai dasar penyusunan serta penguatan kebijakan,
khususnya dalam menyesuaikan strategi penanganan
dengan perkembangan modus human trafficking
berbasis digital

Sumber : Diolah dari Mike Dottridge (2008 )

Peran Penelitian (The Role
of Research)

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya
dengan baik dalam menangani isu human trafficking, terutama dalam hal perlindungan
bagi para korban. Melalui Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, serta lembaga terkait lainnya telah melakukan upaya
seperti penyelamatan korban, pemulangan ke tanah air, dan pemberian dukungan serta
rehabilitasi. Tindakan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi warga
negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri.

Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa aksi pemerintah menghadapi
beberapa tantangan, terutama dalam hal pencegahan dan penegakan hukum.
Perkembangan modus human trafficking yang memanfaatkan teknologi digital

menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup untuk mengantisipasi perubahan
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pola kejahatan yang semakin cepat. Selain itu, keterbatasan hukum yurisdiksi antar
negara serta kompleksitas jaringan pelaku menjadi rintangan dalam proses penegakan
hukum terhadap pelaku human trafficking.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah
Indonesia dalam menangani kasus human trafficking yang melibatkan WNI di
Kamboja telah berjalan dan memberikan hasil yang nyata, terutama dalam
perlindungan bagi korban dan kerja sama di level internasional. Namun, upaya
pencegahan dan penegakan hukum masih perlu diperkuat agar fokus penanganan
human trafficking tidak hanya tertuju pada penyelamatan korban pasca kejadian, tetapi
juga dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu,
aksi pemerintah Indonesia dapat dianggap cukup aksiif, tetapi masih membutuhkan

penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian mengenai aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human
trafficking WNI di Kamboja masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut,
terutama dalam memahami efektivitas kebijakan dan dinamika human trafficking yang
terus berubah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian
yang lebih mendalam dan kritis agar mampu menghasilkan temuan baru yang relevan
dengan perkembangan isu human trafficking. Beberapa hal yang dapat menjadi
perhatian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan analisis yang lebih kritis

terhadap implementasi kebijakan, khususnya dalam menilai sejauh mana
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kebijakan pemerintah mampu menekan angka kasus human trafficking
secara nyata.

2. Peneliti selanjutnya perlu menggunakan metode penelitian yang lebih
mendalam seperti wawancara atau studi lapangan agar dapat memperoleh
data empiris yang menggambarkan kondisi di lapangan secara lebih akurat.

3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji peran teknologi digital dalam praktik
human trafficking terutama terkait penggunaan media sosial sebagai sarana
perekrutan korban.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan

kontribusi akademik yang lebih kuat melalui pendekatan yang lebih kritis, penggunaan
data yang lebih beragam, serta fokus pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif

dalam menangani human trafficking.
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